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JUDUL :Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Desa Ditinjau
dari Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 1 tahun 2016
(Studi Kasus di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng)
Nawa Cita Presiden saat ini membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Namun
dalam pengelolaan aset desa masih memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu
khususnya pada organisasi pemerintahannya. Sehingga tujuan penelitian ini
adalah untuk  melaksanaan permendagri nomor 1 tahun 2016 dalam mewujudkan
akuntabilitas pengelolaan asset desa dari sisi perencanaan, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan asset
desa.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan
pengelolaan asset desa di Desa Balumbung, Labbo, dan Pattaneteang di
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng kemudian membandingkan dengan
permendagri nomor 1 tahun 2016 dan aturan penunjangnya, sehingga dapat ditarik
sebuah kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke tiga desa yang berada di
Kecamatan Tompobulu telah sesuai dengan permendagri nomor 1 tahun 2016
tentang pengelolaan asset desa, akan tetapi masih banyak kendala yang ditemukan
di akibatkan peraturan yang terus berubah-ubah, sehingga perlu adanya
pendampingan yang intensif untuk memperbaiki pengelolaan asset desa di
Kecamatan Tompobulu.




A. Latar Belakang Masalah
Desa memiliki peran dan posisi yang sangat penting dan strategis dalam
upaya pembangunan nasional. Desa menjadi bagian integral dari lingkup Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil
yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Sehingga, semua upaya dalam
membangun desa, berarti sama dengan upaya untuk mensejahterahkan sebagian
besar masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia
tersebar dan berdomisili di kawasan pedesaan.
Pertumbuhan jumlah desa di Indonesia pun telah mengalami peningkatan
yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah desa
di seluruh Indonesia mengalami kenaikan dari 74.093 desa pada tahun 2014
menjadi 74.754 desa pada tahun 2015. Sedangkan, anggaran desa pada tahun 2015
dari sumber APBN sebesar Rp. 20,76 triliun untuk seluruh desa di Indonesia.
Sehingga pada tahun 2015 setiap desa mendapat alokasi dana dari APBN
sebanyak Rp. 280,27 juta yang kemudian secara bertahap akan bertambah
jumlahnya untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2016 pemerintah pusat telah
meningkatkan dana desa sebesar 120% atau menjadi Rp. 1 miliar per desa.1
Berdasarkan data dan fakta tersebut, pembangunan wilayah pedesaan dinilai
sangat penting dan menjadi fokus utama pemerintah, baik pusat maupun daerah.
1 Badan Pusat Statistik, “Jumlah Desa Menurut Provinsi Tahun 2015”,
dariwww.bps.go.id, diunduh tanggal 20 April 2016
2Berdasarkan Data BPS pada tahun 2014, Provinsi Sulawesi Selatan
memiliki 3.030 desa/kelurahan yang tersebar di 24 wilayah kabupaten/kota.
Sedangkan, khusus di Kabupaten Bantaeng terdapat 46 desa dan 21 kelurahan.2
Pertumbuhan jumlah desa dengan besarnya anggaran yang diperuntukkan bagi
desa, dan kewenangan mengelola dana dan aset desa secara mandiri,
pemerintahan desa sangat memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas,
professional dan akuntabel dalam membangun desa dan mensejahterahkan
masyarakat di pedesaan.
Pembangunan pedesaan sangat dipengaruhi oleh proses tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan kepatuhan terhadap peraturan
Perundang-Undangan yang ada. Penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus
berdasarkan asas-asas seperti; kepastian hukum, tertib penyelenggaraan
pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal,
keberagaman, dan partisipatif.3
Pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata
pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa
diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai
sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan
2BPS Provinsi Sulawesi Selatan, “Data Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014”,
dari www.bps-sulsel.go.id, diunduh tanggal 25 April 2016.
3Lihat Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai
dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus
bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, semua akhir
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.4
Keberadaan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengamanatkan dana alokasi
desa yang relatif besar mengakibatkan pemerintah desa (Pemdes) sebagai suatu
entitas yang berpotensi menjadi entitas yang mandiri (self governing community).
Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa, memberikan kewenangan bagi pemerintahan desa
untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa. Sedangkan, yang dimaksud dengan
aset desa dalam pasal 1 ayat 5  Peraturan Menteri Dalam Negeri ini adalah barang
milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas
4Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan &
Konsultasi Pengelolan Keuangan Desa”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah, 2015), hlm. i – ii.
5Warta Pengawasan,“Resiko Pengelolaan Keuangan Desa”, dari Majalah BPKP: Warta
Pengawasan Edisi HUT ke 70 RI/2015, hal. 16.
4beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak
lainnya yang sah.6
Lebih lanjut, dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa,
pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa merupakan rangkaian kegiatan mulai
dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan,
penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Pemanfaatan aset
desa tersebut dalam arti mendayagunakan aset desa secara tidak langsung dan
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan.7 Aset desa
dimanfaatkan melalui bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun
serah guna, bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa.
Aset desa sebagai aset milik masyarakat (ownership by community), tidak
hanya sekedar pengakuan dengan pendasaran legal, atau besaran hasil
pengembangan dalam ukuran nominal ekonomi, akan tetapi sejauh mana
manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Namun salah satu tantangan yang
dihadapi yaitu masih carut marutnya penataan aset desa. Hal ini mengindikasikan
betapa control dan fasilitas pemerintah pusat terhadap persoalan penataan aset
desa masih kurang. Seperti halnya di Kabupaten Bantaeng aspek penataan desa
belum banyak menjadi perhatian dibandingkan isu dana desa. Dalam berbagai
pelatihan terhadap aparatur desa lebih memprioritaskan pelatihan pengelolaan
6Lihat Pasal 1 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
7Lihat Penjelasan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
5kekuangan desa dibandingkan pengelolaan aset desa. Padahal banyak desa yang
sebetulnya kaya aset secara kasat mata tetapi belum terinventarisir dengan baik.
Selain itu, upaya pembangunan desa juga menghadapi berbagai tantangan,
salah satunya adalah rendahnya profesionalitas aparatur desa dalam pengelolaan
keuangan dan aset desa, sering kali menghadapi persoalan terkait efektivitas,
efisiensi, prioritas penggunaan dana desa, kebocoran dan penyimpangan.8
Karenanya, hingga saat ini pengelolaan dana dan aset desa masih menjadi topik
hangat untuk diperbincangkan sekaligus menjadi hal yang menakutkan bagi
aparatur desa yang memiliki profesionalitas rendah.
Penggunaan dan pengelolaan dana serta aset desa telah menjadi sorotan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahkan KPK menemukan sejumlah
persoalan dalam pengelolaan dana dan aset desa yang cukup besar dikucurkan
melalui APBN. Seperti temuan KPK terhadap sejumlah persoalan dalam
pengelolaan dana dan aset desa telah dikaji melalui Undang-Undang desa dan
disetujuinya anggaran desa yang cukup besar dalam APBN-Perubahan tahun
2015.9
Persoalan terkait pengelolaan desa, khususnya aset desa pun berpotensi
terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Berbagai kasus korupsi dana alokasi desa dan
penyalahgunaan aset desa pun terjadi di beberapa daerah di Provinsi Sulawesi
Selatan. Seperti, kasus penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten
8Thomas, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan
di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung”, eJournal Pemerintahan
Integratif, ISSN 0000-0000, 2013, hal. 53
9Humas KPK, “KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa”, dari
www.kpk.go.id, diunduh tanggal 28 April 2015.
6Pangkep (Pankajene Kepulauan). Dalam persidangan di pengadilan tindak pidana
korupsi, sejumlah dana tersebut mengalir ke kantong oknum pejabat di daerah
itu.10
Tidak hanya Kabupaten Pangkep yang terdapat kasus penyalahgunaan
anggaran desa. Namun, di Kabupaten Bantaeng aktivis juga  menyoroti kinerja
Kejaksaan Negeri Bantaeng karena belum memproses sejumlah aparat desa yang
diduga telah menggunakan anggaran Alokasi Desa (ADD) bukan pada tempatnya.
Aktivis juga menemukan anggaran yang tidak terealisasi. Misalnya di Desa
Tombolo, Gantarang Keke, telah menganggarkan untuk pemasangan instalasi
listrik, pengadaan telepon, pemeliharaan rutin gedung, dan pelatihan petani.11
Tingginya kasus penyalahgunaan dan penyelewengan  terhadap dana dan
aset desa di hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi
Selatan telah menjadi persoalan serius bagi pemerintah termasuk juga
pemerintahan desa dalam memperbaiki sistem pengelolaan desa.12 Oleh karena
itu, dalam mengelola desa juga harus berpedoman pada Al-qur’an agar tidak lalai
dalam melakukan tanggung jawabnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an
QS Al-Baqarah/2: 284.
10InfoKorupsi.com, “ Alokasi Dana Desa Pankajene Kepulauan Mengalir Ke Kantong
Oknum Pejabat”, http://infokorupsi.com/id/korupsi. Jum’at 20 Mei 2016
11InfoKorupsi.com, “Warga Soroti Penggunaan ADD Kabupaten Bantaeng yang Tidak
Sesuai Peruntukannya”,http://infokorupsi.com Jumat 20 Mei 2016
12 InfoKorupsi.com, “ Alokasi Dana Desa Pankajene Kepulauan Mengalir Ke Kantong
Oknum Pejabat”, 20 Mei 2016
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              
  
Terjemahnya:
Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di
bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu
menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu
tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang
dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Baqarah: 284).13
Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk
tidak menyembunyikan kebenaran, karena Allah akan memberikan balasan setiap
perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini untuk memperbaiki pengelolaan desa,
maka penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa menjadi sangat
penting dalam menjamin upaya pemanfaatan aset desa bagi sebesar-besarnya
kepentingan masyarakat desa. Berdasar pada agency theory, pengelolaan aset pada
pemerintah desa juga harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan
dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang
berlaku.
Aset atau potensi adalah sumber kekuatan desa untuk bangkit. Dana Desa
(DD) dari APBN dan alokasi dana desa (ADD) dari APBD kabupaten/kota yang
dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan
modal dana yang dapat digunakan untuk mengelola aset tersebut. Untuk mencapai
13 Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka
Indonesia, 2012), hal 49
8kesejahteraan bersama, maka aset desa perlu diletakkan sebagai basis sumber
penghidupan bersama.
Nawa Cita Presiden saat ini membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan adalah
momentum yang tepat bagi pemerintah desa untuk menata, mendata, dan
mendokumentasi semua aset yang dimiliki.14 Ketika aset desa sudah diketahui,
maka kebijakan pembangunan bisa berpijak dan mengacu pada aset yang dimiliki
desa. Tanpa aset, maka desa terancam tidak berdaya. Ketidakjelasan aset akan
membuat desa tersebut terus meraba-raba tentang kekayaan apa saja yang
dimiliki. Karena itu, sudah saatnya pemerintah mengingatkan dan memastikan
para pejabat di kementerian untuk memperhatikan soal penataan aset desa agar
menjadi basis dalam memperkuat desa.15
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka penulis
menganggap penting untuk mengangkat tema penelitian yang berhubungan
dengan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa oleh
pemerintahan desa, yang akan ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Penelitian ini masih dalam lingkup kajian akuntansi untuk mendapatkan
hasil analisis yang lebih terperinci terkait penerapan prinsip akuntabilitas tersebut.
Atas dasar latar belakang diatas, penyusunan usulan penelitian ini diberi judul :
14 KPU, “Visi Misi dan Program Aksi Jokowi & Jusuf Kalla” Pdf, ( Jakarta: Mei 2014),
dari www.KPU.go.id/Visi_Misi_Jokowi_JK, hal. 7
15Institut Agama Islam Negeri Surakarta, “Aset Desa Sebagai Basis Desa Membangun”,
dari www.iain-surakarta.ac.id, diunduh tanggal 11 Januari 2016.
9“Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Desa Ditinjau dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan
Aset Desa (Studi Kasus di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng)”.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip akuntabilitas dalam
pengelolaan aset desa  yang berada di wilayah Bantaeng Kecamatan Tompobulu.
Adapun panduan pengelolaan aset desa dari Peraturan Menteri dalam Negeri
(Permendagri) nomor 1 tahun 2016.
Penelitian ini bermaksud melakukan kajian secara mendalam. Penelitian
ini dilakukan pada Kabupaten Bantaeng Kecamatan Tompobulu yang terdiri dari




Dipilihnya Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi
Selatan Dalam penelitian ini, dengan alasan karena desa masih banyak memiliki
keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya,
sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan desa khususnya
pada pengelolaan aset desa yang berada diwilayah tersebut.
C. Rumusan Masalah
Bertitik tolak dari uraian di atas maka, lahirlah beberapa pertanyaan yang
menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengelolaan aset desa di kecamatan Tompobulu kabupaten
Bantaeng ?
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2. Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan aset desa di kecamatan
Tompobulu kabupaten Bantaeng ?
3. Apa sajakah kendala dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam
pengelolaan aset desa di kecamatan Tompobulu kabupaten Bantaeng ?
D. Kajian Pustaka
Penelitian terdahulu yang dijadikan pijakan dalam penelitian ini adalah
bagaimana suatu fenomena terjadi pada pengelolaan dana desa dan aset desa.
Misalnya beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan, masih terdapat banyak kasus
penyalahgunaan anggaran desa, sehingga peneliti ingin mengungkapkan hal-hal
yang menjadi penyebab dari masalah tersebut dan kemudian memberikan saran
bagaimana mengelola aset desa yang efektif dan efisien, tidak terlepas dari
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Pengelolaan Aset Desa.
Penelitian yang dilakukan oleh Rosalinda (2014) menemukan bahwa Tata
kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme
perancanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang
efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi
lembaga desa, partsipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan
adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian
dengan kebutuhan desa.16
16Okta Rosalinda LPD, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang
Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatn
Sumobito, Kabupaten Jombang)”, Pdf, (Universitas Brawijaya Malang, 2014)
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Penelitian yang dilakukan oleh Arifiyanto (2014) menemukan bahwa
Perencanaan program ADD di 10 desa sekecamatan Umbulsari secara bertahap
telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa,
menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta
pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.17
Penelitian yang dilakukan oleh Putriyanti (2012), hasil penelitian
menunjukkan bahwa 1) penerapan otonomi desa di Desa Aglik memuat tiga
agenda pokok yaitu kewenangan desa, perencanaan pembangunan desa, dan
keuangan desa. 2) penguatan akuntabilitas pemerintahan Desa Aglik dilakukan
melalui tiga bentuk pertanggungjawaban yaitu laporan penyelenggaraan
pemerintah desa kepada Bupati, laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada
BPD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat. 3) masih kurang tanggapan masyarakat terhadap informasi Laporan
penyelenggaraan desa serta kurangnya pengawasan terhadap pertanggungjawaban
pemerintah desa merupakan kendala dalam menguatkan akuntabilitas
pemerintahan Desa Aglik.18
Penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2009) menemukan bahwa
Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD telah
17Dwi Febri Arifiyanto, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan
Umbulsari Kabupaten Jember tahun 2012”, Pdf, (Universitas Jember, 2014)
18Aprisiami Putriyanti, “Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas
Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabak Kabupaten
Purworejo’, Pdf, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2012)
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akuntebel dan transparan. Namun, dari sisi administrasi masih diperlukan adanya
pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.19
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai
adalah:
a. Untuk mengetahui pengelolaan aset desa di kecamatan Tompobulu kabupaten
Bantaeng.
b. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan aset desa di kecamatan
Tompobulu kabupaten Bantaeng.
c. Untuk mengetahui apa sajakah yang menjadi kendala atau hambatan yang
aparatur desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset
desa di kecamatan Tompobulu kabupaten Bantaeng.
2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan
tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan
manfaat,  baik itu kontribusi teoritis, kontribusi praktis maupun kontribusi
regulasi, yaitu sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih dalam memahami penerapan prinsip akuntabilitas terhadap
pengelolaan aset desa di Indonesia secara umum dan di Provinsi Sulawesi Selatan
19Agus Subroto, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten
Temanggung Tahun 2008)”, Pdf,(Universitas Diponegoro Semarang, 2009)
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secara khusus. Penelitian ini telah membuka wawasan mengenai teori yang
mendasari aset desa, utamanya mengenai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan
aset desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penegasan atau
dukungan terhadap agency theory.
(Agency Theory) meliputi hubungan antara agen dan prinsipal, dimana
Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk
bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi
amanat oleh prinsipal untuk menjalankan pemerintahannya. Agen berkewajiban
untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal
kepadanya.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat
dalam hal ini; Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,
serta Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dalam menentukan kebijakan maupun
dalam upaya meningkatkan peranan aparatur desa dalam mengelola aset desa.
Bagi pemerintahan desa dalam lingkup kecematan Tompobulu, penelitian
ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi bagi aparatur desa untuk
lebih mengoptimalkan peranannya dalam mengelola aset desa dengan
memperhatikan prinsip akuntabilitas.Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan




Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan bahan evaluasi bagi
aparatur desa untuk lebih mengoptimalkan peranannya dalam mengelola aset desa
dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas. diharapkan juga, dapat menjadi
sumber informasi terkait penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset
desa yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 tahun 2016




A. Teori Keagenan (Agency Theory)
Konsep-konsep teori keagenan di latarbelakangi oleh berbagai teori
sebelumnya seperti teori konsep biaya transaksi, teori property right, dan filsafat
utilitarisme. Teori keagenan (agency theory) dikembangkan di tahun 1970-an
terutama pada tulisan Jensen dan Meckling pada tulisan yang berjudul “Theory of
the Firm” menjelaskan hubungan keagenan didalam teori agensi (agency theory)
yang merupakan kumpulan kontrak yang mengurus penggunaan dan pengendalian
tersebut.20 Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan
memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi
pada saat melakukan kontrak (perikatan).21
Agency theory menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu
principal dan agent. Agency theory membahas tentang hubungan keagenan
dimana suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak
lain (agent) yang melakukan pekerjaan. Agency theory memandang bahwa agent
tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan
principal.22
20 Michael C. Jensen & William H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial
Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Pdf, University of Rochester, Received
January 1976, hal: 305
21Wahyu Setiawan, “Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia”,Skripsi, (Semarang:
Universitas Diponegoro, 2012), hal. 15.
22Wahyu Setiawan, “Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia”,hal. 16 – 17.
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Secara umum, teori ini mengasumsikan bahwa principal bersikap netral
terhadap risiko sementara agen bersikap menolak usaha dan risiko. Agent dan
principal diasumsikan termotivasi oleh kepentingannya sendiri, dan seringkali
kepentingan antara keduanya berbenturan. Menurut pandangan prinsipal,
kompensasi yang diberikan kepada agen tersebut didasarkan pada hasil.
Sementara, menurut pandangan agen, dia lebih suka jika sistem kompensasi
tersebut tidak semata-mata melihat hasil tetapi juga tingkat usahanya.23 Teori
keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-
pihak yang saling bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang
berbeda.
Hubungan antara agent (Pemerintah desa) dan principal (Masyarakat)
kemungkinan akan timbul suatu masalah apabila terdapat informasi asimetris yang
menyebabkan agen melakukan tindakan yang menyimpang, seperti
pemanipulasian data, sehingga laporan keuangan terlihat lebih bagus dan
memenuhi harapan prinsipal meskipun tidak menggambarkan kondisi suatu desa
yang seutuhnya. Berdasarkan hal tersebut akuntansi memiliki peranan yang sangat
penting khususnya sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam
hubungan antara principal selaku pemberi amanah dan kekuasaan kepada agent
untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan principal.
23Arfan Ikhsan Lubis, “ Akuntansi Keperilakuan”, Edisi 2, (Jakarta: Salemba 4, 2014),
hal. 91.
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Menurut Eisenhard, teori keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi yaitu:24
1. Asumsi tentang sifat manusia
2. Asumsi tentang keorganisasian
3. Asumsi tentang informasi
Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat
untuk mementingkan diri sendiri (Self Interest), memiliki keterbatasan rasionalitas
(bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion), asumsi
keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai
kriteria produktivitas, dan adanya asymmetric information (AI) antara prinsipal
dan agen.
Asymmetric information (AI), yaitu informasi yang tidak seimbang yang
disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal
dan agen. Dalam hal ini prinsipal seharusnya memperoleh informasi yang
dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen, namun
ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh prinsipal
seluruhnya disajikan oleh agen.25
Agency Theory akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam
organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri
informasi antara pengelola agen dan prinsipal. Prinsipal harus memonitor kerja
agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya
24Ayu Komang Dewi Lestari, “Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan
Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
(Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintah)”, Pdf, e-journal S1 Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 2 No. 1 Tahun 2014, hal. 1.
25Dista Amalia Arifah, “Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik”, Pdf,
(Semarang: Jurnal Prestasi Vol. 9 No. 1, Juni, ISSN 1411-1497, Universitas Islam Sultan Agung,
2012),hal. 87.
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akuntabilitas publik. Mardiasmo menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas
publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi
amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban
tersebut.26 Sebagaimana dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam sura An-Nisa ayat: 58
yang berbunyi
              
                
Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS An-Nisa: 58)27
Agency theory digunakan dalam penelitian ini sebagai “pisau analisis”
dalam mengkaji akuntabilitas pemerintahan desa sebagai pengelola sekaligus
penerima mandat dari masyarakat atas kewenangannya dalam mengelola desa dan
aset desa. Pemerintah desa sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan
bertindak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab bagi kepentingan
masyarakat. Agency theory beranggapan bahwa banyak terjadi asymmetric
information antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung
26Mardiasmo, “Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian
Daerah”, Pdf, dari ejournal.narotama.ac.id, Artikel Th 1 No. 4, Juni 2002, hal. 7.
27Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”,(Jakarta: PT Sinergi Pustaka
Indonesia, 2012), Hal. 87
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terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya asymmetric
information inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi
oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah desa harus dapat meningkatkan
akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and balances agar dapat
mengurangi asymmetric information.28
Berdasar pada agency, pengelolaan pemerintah desa harus diawasi untuk
memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada
berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya
akuntabilitas pemerintah desa, informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih
berimbang terhadap pemerintah desa, yang itu artinya asymmetric information
yang terjadi dapat berkurang. Dengan semakin berkurangnya asymmetric
information maka kemungkinan untuk melakukan penyimpangan juga menjadi
lebih kecil.
B. Teori Pengawasan
Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi
manajemen. Konsep mengenai fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh
seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Beliau
menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan, pengawasan, dan penilaian.Namun, dalam penelitian ini hanya
berfokus pada fungsi pengawasan.29
28Mardiasmo, “Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian
Daerah”, Hal. 7-8
29 Sondang P Siagian, “Fungsi-Fungsi Manajerial Edisi Revisi”, (Jakarta: Bumi Aksara,
2005), hal. 125.
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Henry Fayol dalam bukunya “General and Industrial Administration”
menyatakan pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu
tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan
instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Dari pengertian tersebut, pengawasan mempunyai kewenangan yang lebih
“forcefull” terhadap objek yang dikendalikan, atau objek yang diawasi. Dalam
pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan konkrit itu sudah
terkandung didalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan
korektif merupakan proses kelanjutan.30
Pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dari
efektivitas manajerial seorang pemimpin. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan
bahwa setiap orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer paling
rendah hingga pada manajer puncak, selalu menginginkan agar baginya tersedia
suatu sistem informasi yang andal agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya benar-benar terlaksana sesuai dengan hal-hal yang
telah ditetapkan dalam rencana. Dilihat dari segi pengawasan, sebagian besar
kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai satuan kerja penunjang dalam
organisasi sebenarnya dilakukan dalam rangka penyediaan informasi, seperti
informasi keuangan, informasi kepegawaian, informasi logistik, dan informasi
ketatausahaan, sebagai bahan untuk memperlancar jalannya pengawasan.31
30Agus Subroto,“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung
Tahun 2008)”, Skripsi,(Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hal, 26.
31Sondang P Siagian, “Fungsi-Fungsi Manajerial Edisi Revisi”,hal. 130
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Penyediaan informasi tidaklah selalu mudah karena agar benar-benar
bermanfaat dalam pelaksanaan pengawasan, informasi tersebut bukan saja harus
dapat dipercaya, mutakhir, dan terolah dengan rapi, tetapi sesuai dengan
kebutuhan pemakainya. Artinya, informasi yang bersifat umum memang tetap ada
manfaatnya, akan tetapi informasi yang spesifik disediakan untuk kepentingan
pengawasanlah yang akan lebih bermanfaat dalam usaha meningkatkan seluruh
kegiatan pengawasan yang akan dijalankan.32
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa merupakan proses
kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah desa berjalan secara
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pengawasan terhadap pemerintah desa dilakukan oleh pejabat
pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten/kota.
C. Konsep Good Governance
1. Good Governance
Istilah Governance mulai digunakan sejak akhir tahun 1980-an untuk
kepentingan yang berbeda. Tatkala istilah governance dipopulerkan, penggunaan
perubahan istilah dari government ke governance lebih dimaksudkan untuk
menunjukkan perlunya gelombang baru reformasi pemerintahan. Penggunaan
istilah governance sebagai konsep yang berbeda dengan government, mulai
dipopulerkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak tahun 1989. Dalam laporannya
yang sangat terkenal “Sub Saharan Africa: From Crisis to”.33
32Sondang P Siagian, “Fungsi-Fungsi Manajerial Edisi Revisi”,hal. 130
33 Fazliana Rizki, “Good Governance”, dari www.rizkyfazliana.com, diunduh tanggal 6
Januari 2015.
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Konsepsi tentang Good Governance tidak lepas dari sejarah perkembangan
sistem administrasi publik yang berlaku di berbagai Negara. Perkembangan sistem
administrasi publik tersebut menurut Dendhardt terdapat tiga perspektif, yaitu: old
public administration, new public management, dan new public service.
Pengertian Good Governance tersebut pada esensinya merupakan implementasi
dari perspektif new public service.34
"Good Governance" sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik".
Adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada
pula yan mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik". Selanjutnya
dijelaskan pula bahwa istilah "governance" sebagai proses penyelenggaraaan
kekuasaan negara dalam melaksanakan publik good and services. Sedangkan arti
"good' dalam "good gevernace" mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai
yang menjujung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat
meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional)
kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek
fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya
untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut "good
governance" atau kepemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian "good
governance" didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintah yang solid dan
bertangung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi
34 Moch Solekhan, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Skripsi, (Malang:
Universitas Negeri Malang, 2014), hal. 24.
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yang konsrtuktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta dan
masyarakat.35
Definisi umum Governance adalah tradisi dan institusi yang menjalankan
kekuasaan didalam suatu negara, termasuk 1) proses pemerintah dipilih, dipantau,
dan digantikan,2) kapasitas pemerintah untuk memformulasikan dan
melaksanakan kebijakan secara efektif, dan 3) pengakuan masyarakat dan negara
terhadap berbagai institusi yang mengatur interaksi antara mereka. Unsur yang
terakhir dapat dilakukan melalui tiga struktur komunikasi, yaitu kewenangan,
legitimasi, dan representasi.36
Kewenangan adalah hak pemerintah untuk membuat keputusan dalam
bidang tertentu. Walaupun ini merupakan hak dari suatu pemerintah modern,
namun yang terpenting adalah bagaimana melibatkan persepsi rakyat tentang
tindakan yang perlu dilakukan pemerintah. Legitimasi diperoleh karena
masyarakat mengakui bahwa pemerintah telah menjalankan peranannya dengan
baik, atau kinerja dalam menjalankan kewenangan itu tinggi. Representasi
diartikan sebagai hak untuk mewakili pengambilan keputusan bagi kepentingan
golongan lain dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan
negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan
35Shinta Tomuka, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan
Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)”,Skripsi,
(Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012), hal. 4.
36 Max Pohan, “Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (local good
governance) dalam Era Otonomi Daerah”,Pdf, (Jakarta: Bappenas, 2000), hal. 3 – 4.
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sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula
adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah
dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama
pada informasi bagi masyarakat luas.37
Tujuan pokok good governance adalah tercapainya kondisi pemerintahan
yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan
melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholder (negara, masyarakat
madani dan sektor swasta).38
2. Karakteristik good governance
Good governance awalnya digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan
adanya  desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan
pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen professionalnya, maka
ditetapkan Good Coorporate Governance. Sehingga dikenal adanya unsur-unsur
utama dalam Coorporate Governance adalah: transparansi, akuntabilitas, fairness,
responsibilitas, dan responsivitas.39 Perkembangan selanjutnya dari konsep Good
37Sedarmayanti, “Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Dalam Rangka
Otonomi Daerah Upaya membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi Melalui Restrukturisasi dan
Pemberdayaan”, (Bandung: CV. Mandar Maju: 2012), hal. 2 – 3.
38 Anas Heriyanto,“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola
Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman”, Pdf, 2015, hal. 4
39Febrianto, dkk, “Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik (Studi di Desa Gunggung Kecamatan Batuan Sumenep)”, Pdf, (Madura: Jurnal Neo-Bis
Universitas Trunojoyo, 2014), hal. 27.
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Coorporate Governance sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi
Negara mengajukan 9 karakteristik good governance sebagai berikut:40
a. Partisipasi (Participation). Setiap warga negara mempunyai suara dalam
pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi
institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
b. Aturan Hukum ( Rule of Law). Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan
tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
c. Transparansi (Transparancy). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan
arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara
langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus
dapat dipahami dan dapat dimonitor.
d. Tanggung Jawab (Responsiveness). Lembaga-lembaga dan proses-proses
harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
e. Orientasi (Consensus Orientation). Good Governance menjadi perantara
kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi
kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun
prosedur-prosedur.
f. Keadilan (Equity). Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan
mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan
mereka.
40Moch Solekhan, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, hal. 28 – 29.
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g. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency). Proses-proses dan
lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang
digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
h. Akuntabilitas (Accountabilty). Para pembuat keputusan dalam pemerintahan,
sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik
dan lembaga-lembaga “stakeholders”. Akuntabilitas ini tergantung pada
organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk
kepentingan internal atau eksternal organisasi.
i. Strategi Visi (Strategic vision). Para pemimpin dan publik harus mempunyai
perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh
ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.
Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa karakteristik good
governance itu dalam perkembangannya cenderung mengalami peningkatan.
Semakin banyak karakteristik, good governance yang terpenuhi dalam
penyelenggaraan pemerintahan berarti mencerminkan bahwa sistem pemerintahan
tersebut semakin baik.
3. Pemerintah Desa dalam Perspektif Good Governance
Pentingnya untuk menyandarkan proses penyelenggaraan pemerintahan
desa pada prinsip-prinsip good governance. Dari 9 prinsip good governance,
terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa, yaitu:
a. Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya
pemerintah melibatkan seluruh elemen-elemen masyarakat.
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b. Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
harus transparan, sehingga bisa diketahui oleh seluruh warga masyarakat.
c. Akuntabilitas, artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan seharusnya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.41
Dengan demikian, good governance adalah basis penyelenggaraan
otonomi desa. Pemerintahan desa yang kuat dan otonom tidak akan bermakna dan
bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang oleh transparansi, akuntabilitas,
responsivitas dan partisipasi masyarakat.
D. Desa
1. Definisi Desa
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul
dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan
berada di daerah kabupaten.42
Rumusan definisi desa secara lengkap terdapat dalam undang-undang
No.6/2014 tentang desa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
41Moch Solekhan, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, hal. 31 – 33.
42Misbahul Anwar & Bambang Jatmiko, “Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan
Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan
Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta), Pdf,
(Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2012), hal. 394.
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prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.43
Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur
desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan
desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan
tertinggi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat
Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Sedangkan
pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Tata Kelola Desa
Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat
yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan
demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya, maka
diterbitkanlah peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan
desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan
berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat
Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan perangkat lainnya. Struktur
organisasinya adalah sebagai berikut :44
a. Kepala Desa
Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Ayat 3 bahwa
Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang
43Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
44V. WiratnaSujarweni,”Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa”,
(Yogyakarta:  Pustaka Baru, 2015), hal. 7.
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dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala
desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (UU
RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Mengelola keuangan dan aset desa ini
adalah salah satu kewajiban dari kepala desa yang tertuang dalam UU RI No 6
Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4.
b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksnakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No 6 Tahun 2014
Pasal 1 Ayat 4). Adapun salah satu fungsi dari BPD yang berkaitan dengan kepala
desa yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa ( UU RI No 6 Tahun 2014
Pasal 55).
c. Sekretaris Desa
Sekretaris desa merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala
desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa,
mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan
keuangan desa. Adapun salah satu dari tugas sekretaris desa yaitu menyusun
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa (Permen Nomor 113
Tahun 2014 Pasal 5).
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d. Pelaksana Teknis Desa
Termasuk Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan,
Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala
Urusan Umum.
e. Kepala Dusun
Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas
dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan
yang sudah ditetapkan. Adapun salah satu fungsi kepala  dusun adalah
melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Aset Desa
Permendagri No.1/2016 tentang pengelolaan aset desa menyatakan bahwa
Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Adapun jenis aset desa  pada
pasal 2 ayat 1 terdiri atas:45
a. Kekayaan asli desa;
b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
e. Hasil kerja sama desa; dan
f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
45Lihat Pasal 2 Permendagri  Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
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Ayat 2 menjelaskan kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
huruf a, terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu,
bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil
pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, permandian umum, lain-lain
kekayaan asli desa.
Undang-undang No.6/2014 tentang desa pasal 77 menjelaskan bahwa
pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan
umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas,
akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi; Pengelolaan kekayaan milik desa
dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa
serta meningkatkan pendapatan desa; dan pengelolaan kekayaan milik desa
dibahas oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa berdasarkan tata
cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.46
Pasal 2 ayat 1 huruf b menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDesa). (APBDesa) pada dasarnya adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:
1) Pendapatan Desa, meliputi; semua penerimaan uang melalui rekening
desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut
kelompok dan jenis.
2) Belanja Desa, meliputi; semua pengeluaran dari rekenaing desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
46Lihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan
dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.
3) Pembiayaan Desa, meliputi; semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan
jenis.47
4. Pengelolaan Aset Desa
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengelolaan aset Desa pasal 3 dijelaskan bahwa Pengelolaan
aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Adapun
pengelolaan aset seperti yang tertuang dalam permendagri No.1/2016 pasal 6 ayat
(1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa; (2)
Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan
ditatausahakan secara tertib; (3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan
keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran
47IAI-KASP, “Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa”, Pdf,(Jakarta:IAI-KASP,
2015) hal. 2.
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atas tagihan kepada pemerintah desa; (5) Aset desa dilarang digadaikan atau
dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.48
Permendagri No.1/2016 pasal 7 menguraikan rangkaian kegiatan tentang
Pengelolaan aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
aset desa, berikut penjelasannya:49
a. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan
berbagai rincian kebutuhan barang milik desa;
b. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
c. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penggunaan barang dalam
menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
d. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan
tidak mengubah status kepemilikan;
e. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam
bentuk fisik, hukum, dan administrative;
f. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu
dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa
g. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data
inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan
48Lihat Pasal 3 dan 6 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
49Lihat Pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
34
pengelolaan barang, penggunaan barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya;
h. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa
i. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
j. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada
data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis
tertentu untuk memperoleh nilai aset desa.
E. Akuntabilitas
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan
masyarakat yang harus dipenuhi.Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah
akuntabilitas. Sabeni dan Ghozali menyatakan “Akuntabilitas atau
pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan
seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan
kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang
berlaku”.50 Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai
seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas
tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat
50Wiratna Sujarweni, “Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)”,
(Yogyakarta:2015), hal. 28.
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prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus
dipertanggungjawabkan.51
Sulistiyani menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kata kunci dalam
penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaran perusahaan yang baik,
dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk
menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi
keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.52 Media pertanggungjawaban dalam
akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi
mencakup juga praktek-praktek kemudahan sipemberi mandat mendapatkan
informasi baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.
Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang
mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.53
Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua
pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para
pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan
masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan aset desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan
terutama masyarakat diwilayahnya.
51Agus Subroto,“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung
Tahun 2008)”, hal. 17
52Agus Subroto,“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung
Tahun 2008)”, hal 18
53Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan &
Konsultasi Pengelolan Keuangan Desa”, (Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah, 2015), hal. 21
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Ada 4 (empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain,
yaitu; siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas, kepada siapa dia
berakuntabilitas, apa standar yang dia gunakan untuk penilaian akuntabilitasnya,
dan nilai akuntabilitas itu sendiri.54
Akuntabilitas memiliki 3 jenis berdasar pemikiran Mohamad, dkk, yaitu:
Akuntabilitas Keuangan, Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan
yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan serta pengeluaran.
Akuntabilitas Manfaat, Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil
pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian
tujuan tersebut adalah efektivitas. Akuntabilitas Prosedural, Pertanggungjawaban
terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas
etika, moralitas serta kepastian hukum.55
1. Prinsip Akuntabilitas oleh Pemerintah Desa
Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat
diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:
a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan
pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
54Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan &
Konsultasi Pengelolan Keuangan Desa”,hal. 22
55Rahmi Fajri, dkk, “Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten
Malang)”,(Malang: Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3, No.
7), hal. 101.
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c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan;
d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang
diperoleh;
e. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan
manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan
teknik pengukuran kinerja danpenyusunan laporan akuntabilitas.
Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan
tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan
kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa
proses penganggaran mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan sampai
kepada pengawasan dan pengendalian harus benar-benar dapat dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya
memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk
menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran
tersebut.56
Keberhasilan akuntabilitas pengelolaan aset desa sangat dipengaruhi oleh
isi kebijakan dan kompleks implementasinya. Namun demikian di dalam
pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan
dan pembinaan terhadap pengelolaan aset desa serta responsif terhadap aspirasi
yang berkembang dimasyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung
56Bambang Suryono, “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), Pdf, (Surabaya: Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Jurnal Ilmu & Riset AkuntansiVol. 4 No. 5, 2015), hal. 3.
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keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan aset
desa telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam
penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan
proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif.
2. Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa
Undang-undang No.6/2014 tentang desa, mengamanatkan desa untuk
mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pemerataan
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
desa. Dalam undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya,
pemerintah desa dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan
berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamya pengelolaan
keuangan dan kekayaan milik desa.57
Pengelolaan keuangan dipemerintah desa diperlukan akuntabilitas melalui
pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Akuntansi desa adalah pencatatan
dari proses transaksi yang terjadi di desa,  adanya catatan berupa nota kemudian
dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan
informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang
berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan
desa diantaranya: masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan daerah dan
pemerintahan pusat.58
Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang
meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai
57 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
58Wiratna Sujarweni, “Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)”,hal. 17.
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saat terjadi sebuah transaksi. Adapun tahapan siklus akuntansi dalam pelaporan
keuangan desa adalah:
a. Tahap Pencatatan, tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi.
Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam
buku yang sesuai.
b. Tahap penggolongan, tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan
berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan
merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam
kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah
dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit kredit.
c. Tahap pengikhtisaran, pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan
kertas kerja. Laporan kekayaan milik desa berisi saldo akhir akun-akun yang
telah dicatat dibuku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan kekayaan
milik desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting
akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam laporan kekayaan milik desa jumlah
kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya
pemeriksaan saldo debit dan kredit didalam laporan kekayaan milik desa dari
waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian,
pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah
dilakukan dengan benar.
d. Tahap Pelaporan, tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi.
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini:
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1) Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa, laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang
bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
2) Laporan Kekayaan Milik Desa, laporan yang berisi aset lancar, aset tidak
lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 desember tahun tertentu.59
59IAI-KASP, “Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa”, hal. 12-13.
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F. Rerangka Konseptual
Rerangka konseptual pada penelitian ini memberikan gambaran tentang
pengelolaan aset desa secara akuntabel. Kerangka konseptual ini akan
memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian
dan menjawab pertanyaan-pertanyan terhadap objek masalah penelitian.  Berikut
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai
masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural
setting yang holistis, kompleks dan rinci. 60 Analisis data kualitatif digunakan bila
data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat
berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari
wawancara mendalam maupun observasi.61 Sugiyono menyatakan Dengan metode
kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel,
dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.62
Menurut Narbuko penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha
untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data,
jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.63 Penelitian
Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,
60 Nur Indriantoro & Bambang Supomo, “Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi
dan manajemen”, Edisi Pertama, BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. (Yogyakarta:
2013), hal. 12
61 Eva Musdalifa & M. Wahyuddin Abdullah, “Analisis Kritis Professional Judgment
Berdasarkan International Financial Reporting Standard: Sebuah Tinjauan Etika Profetik, Pdf,
Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kanjuruhan (Malang, 2015)
62 Listya Kanda Dewi,”Akuntan Publik Dalam Menegakkan Kode Etik Profesi”, Pdf,
(2013)
63 Adinna Zistra Sadrina, “Penerapan Nilai Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil pada
Koperasi Syari’ah BMT Al-Azhar Maros”, Pdf, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)
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keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu
gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan
gejala lainnya dalam masyarakat atau populasi.64 Dalam penelitian ini, prinsip
akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa menjadi tujuan peneliti, sehingga
penelitian kualitatif/deskriptif adalah pendekatan yang tepat. Penelitian ini
dilakukan dengan mengumpulkan data-data pada beberapa desa yang ada di
Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi. Fenomenologi
mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena,
pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu.
Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan
dalam memaknai atau memahami fenomena yang terjadi. Dipilihnya pendekatan
tersebut yaitu karena memberikan pemahaman suatu praktik akuntansi dimana ia
diterapkan dan sekaligus berusaha untuk menemukan suatu pemecahan ke arah
penyempurnaan praktik akuntansi itu sendiri Dengan memahami suatu praktik
akuntansi dimana ia diterapkan.
Sebagaimana dalam penelitian ini menginterpretasi apa yang dipahami
pemerintah desa tentang pengelolaan aset desa pada penerapan prinsip
akuntabilitas, yang mana untuk mengklasifikasikan implementasinya pada
beberapa desa yang ada di kecamatan Tompobulu, maka dibutuhkan pedoman
dalam pemaknaannya yang berhubungan dengan bentuk pertanggungjawaban
64 Sinamo,N, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta : Bumi Intitama Sejahtera, 2009)
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pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pengelolaan
aset desa.
C. Sumber Data Penelitian
Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
kualitatif. Sedangkan sumber data terdiri dari dua, yaitu:
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan
aparatur desa yang berada di kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng,
Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, data lain yang ditemukan langsung
oleh peneliti di lokasi, seperti dokumentasi berupa foto dan rekaman.
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersedia, berupa data atau
dokumen terkait akuntabilitas, laporan aset desa, dan dokumen lainnya
baik yang diperoleh dari desa, kecamatan, kabupaten, serta lembaga lain
yang terkait dan relevan dengan penelitian ini.
D. Metode Pengumpulan Data
Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka
diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu
mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam tahap
pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1. Teknik Wawancara (interview), yaitu melakukan tanya jawab secara
langsung dan mendalam dengan responden/narasumber yang telah
ditentukan (deep interview), baik dengan aparatur desa maupun pihak
terkait akuntabilitas aset desa.
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2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa
data-data dan dokumen yang telah ada, peraturan perundang-undangan
terkait, serta penelaahan beberapa literatur yang relevan penelitian ini.
3. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan melakukan dokumentasi baik berupa
pengambilan foto atau gambar, rekaman suara, serta video.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Penulis menyiapkan
pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan
pokok permasalahan dalam penelitian ini dan menggunakan alat perekam selama
wawancara dilakukan. Pokok permasalahan ini dapat berkembang sehingga
penulis menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok
permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
interpretatif-kualitatif dengan model analisis interaksi. Analisis data dalam
penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data sampai selesainya
pengumpulan data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan pada saat
wawancara. Adapun tahap dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan
model analisis interaksi (interactice analysis models), yaitu
1. Proses Coding Data
Proses pengkodean data atau coding data dilakukan untuk mempermudah
proses analisis data, di mana data hasil wawancara akan dikelompokkan
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berdasarkan tingkat kesamaan data. Pengelompokan didasarkan pada hal-hal yang
dapat menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa.
2. Analisis dengan Pendekatan Fenomenologi : Interpretasi Teks
Setelah data tersebut dikelompokkan, tahap selajutnya adalah proses
interpretasi teks. Pada awalnya jawaban para informan yang berupa teks
dianalisis, sesuai tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi.
Kemudian dilakukan sebuah interpretasi atas pengelolaan aset desa oleh para
aparatur desa yang tentunya berpengaruh pada pengelolaan aset desa untuk
menemukan kesenjangan antara teori dan praktek. Jika dikaitkan dengan
penelitian ini dimana penelitian ini berupaya untuk menemukan realitas penerapan
prinsip akuntabilitas. Bagaiamana yang seharusnya dilakukan oleh aparatur desa
berdasarkan prinsip akuntabilitas tersebut, kemudian dibandingkan dengan yang
terjadi semestinya secara faktual..
3. Penyajian Data (Data Display)
Setelah data dianalisis, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.
Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dalam pola hubungan,
sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart
dan sejenisnya. Penyajian data juga akan membantu dalam memudahkan untuk
memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa
yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini dipaparkan
dengan teks yang bersifat naratif.
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4. Kesimpulan/Verifikasi (Verification)
Analisis selanjutnya yaitu proses penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Penarikan kesimpulan sangat terkait dengan seberapa besar kumpulan catatan
lapangan dan pengkodean yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan-kesimpulan
juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat
pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis,
suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Dimana kesimpulan akhir dari
penelitian yaitu menemukan apakah pemerintah desa menjalankan aturan yang
berlaku dalam hal ini menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan aset
desa.
G. Pengujian Keabsahan Data
Dalam penelitian kualitatif dilakukan pengujian keabsahan data dilakukan
melalui empat uji, yaitu credibility (validitas internal), transferability (validitas
eksternal), dependability (reliability) dan confirmability (obyektivitas). Namun
dalam penelitian ini pengujian keabsahan data hanya digunakan dalam dua uji
yang paling sesuai, yaitu validitas internal (kredibilitas) dan reliabilitas
(dependabilitas).
1. Uji validitas internal (kredibilitas)
Uji validitas internal (kredibilitas) data adalah uji kebenaran data. Tingkat
kredibilitas yang tinggi dapat dicapai jika para partisipan yang terlibat dalam
penelitian tersebut mengerti benar tentang berbagai hal yang telah
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diceritakannya.65 Dalam penelitian ini uji kredibitas dilakukan dengan triangulasi.
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data
dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun
penelitian ini menggunakan 2 jenis tringulasi, yaitu
a. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya melalui sumber data
utama yaitu wawancara, peneliti bisa memperoleh sumber data pendukung
seperti dokumen yang ditunjukkan informan sebagai bukti sehingga
data/keterangan dari informan lebih akurat.
b. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan
informasi. Informasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan teori yang
relevan dalam penelitian ini teori keagenan dan teori pengawasan. Hal ini
dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang sifatnya tidak bias.
2. Uji reliabilitas (dependabilitas)
Uji reliabilitas (dependabilitas) data menjadi pertimbangan dalam menilai
keilmiahan suatu temuan penelitian kualitatif. Tingkat dependabilitas yang tinggi
dapat dicapai dengan melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berupaya
untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik sehingga peneliti lain akan
dapat membuat kesimpulan yang sama dalam menggunakan perspektif, data
mentah dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan.66 Suatu
penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi
65 Guba dan Lincoln (1989) dalam Yati Afiyanti, “Validitas dan Reliabilitas dalam
Penelitian Kualitatif” Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 12, No. 2, (2008), hal. 138.
66 Streubert dan Carpenter (2003) dalam Yati Afiyanti, “Validitas dan Reliabilitas dalam
Penelitian Kualitatif” Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 12, No. 2, (2008), hal. 139.
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proses penelitian tersebut.67 Untuk pengujian dependabilitas dilakukan dengan
cara melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya
dilakukan oleh pembimbing untuk memeriksa keseluruhan aktivitas peneliti dalam
melakukan penelitian.
3. Uji validitas eksternal (transferabilitas)
Validitas eksternal menunjukkan derajad ketepatan atau dapat
diterapkannya hasil penelitian ke objek penelitian lain. Nilai transfer berkenaan
dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian apa diterapkan atau digunakan
dalam situasi lain.68 Uji ini dilakukan dengan membuat hasil penelitian atau
laporan atas penelitian dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat
dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian, sehingga
dapat memutuskan dapat atau tidaknya utuk mengaplikasikan hasil penelitian
tersebut ditempat lain.
67 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”, Alfabeta, (Bandung,
2013), hal. 277.




A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan lima gambaran umum,
yaitu gambaran umum Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Tompobulu, dan tiga
gambaran umum desa tempat penelitian, yaitu Desa Balumbung, Desa Labbo, dan
desa Pattaneteang.
1. Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng
a. Keadaan Geografis
Kabupaten Bantaeng yang dikenal dengan sebutan “Butta Toa” Secara
Harfiah berarti tanah yang tua yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan.
Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 395,83 km. Kabupaten Bantaeng secara
geografis terletak ±120 km arah selatan Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi
Selatan dengan posisi 5º21’13’’-5º35’26’’ Lintang Selatan dan 119º51’42’’-
120º05’27’’ Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang
memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk
perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai ke
pegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari
permukaan laut 0-25 m sampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 m di atas
permukaan laut. Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan provinsi Sulawesi
Selatan yang berbatasan dengan:
1) Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba
2) Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
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3) Sebelah Selatan : Laut Flores
4) Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto
Berdasarkan pembagian daerah administrasi, pemerintahan Kabupaten
Bantaeng terbagi atas 8 wilayah kecamatan yang meliputi 46 desa dan 21
kelurahan, 502 Rukun Warga (RW) dan 1.108 Rukun Tetangga (RT). Kedelapan
kecamatan tersebut adalah 3 kecamatan tepi pantai (Kecamatan Bissappu,
Bantaeng dan Pa’jukukang) dan 5 kecamatan bukan pantai (Kecamatan Uluere,
Sinoa, Gantarangkeke, Tompobulu, dan Eremerasa).
Tabel 4.1 : Luas Kecamatan di Kabupaten Bantaeng.
No. Kecamatan Luas (Km²) Persentase (%)
1 Bissappu 32,84 8,30
2 Uluere 67,29 17,00
3 Sinoa 43,00 10,86
4 Bantaeng 28,85 7,29
5 Eremerasa 45,01 11,37
6 Tompobulu 76,99 19,45
7 Pa’jukukang 48,90 12,35
8 Gantarangkeke 52,95 13,38
Jumlah 395,83 100,00
Sumber : BPS – Kabupaten Bantaeng dalam angka 2014
Kecamatan Tompobulu merupakan wilayah kecamatan terluas dengan luas
wilayah 76.99 km2 atau sekitar 19,45 % dari luas wilayah kabupaten. Kemudian
disusul kecamatan lainnya dan terkecil adalah kecamatan Bantaeng yang
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merupakan pusat kota Kabupaten Bantaeng yang strategis memiliki alam tiga
dimensi, yakni bukit pegunungan, lembah dataran dan pesisir pantai.69
Gambar 4.1 : Peta Kabupaten Bantaeng
Sumber : DDA Kabupaten Bantaeng 2014
b. Demografi
Penduduk Kabupaten Bantaeng berjumlah 181.006 jiwa yang tersebar di 8
(delapan) kecamatan. Dilihat dari kepadatan penduduk, Kecamatan Bissappu,
Bantaeng,dan Pa‟jukukang yang mempunyai jumlah penduduk terbesar
sedangkan Kecamatan Uluere memiliki jumlah penduduk yang terkecil. Lebih
lengkapnya dijabarkan dalam tabel berikut :
69 Profil Kabupaten Bantaeng  Tahun 2013
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Tabel 4.2
















1 Bissappu 32,84 31.685 964,83 7.931 4
2 Bantaeng 28,85 37.612 1303,71 8.795 4
3 Tompobulu 76,99 23.473 304,88 5.822 4
4 Uluere 67,29 11.077 164,62 2.504 4
5 Pa’jukukang 48,90 29.723 607,83 7.187 4
6 Eremerasa 45,01 19.069 423,66 4.056 4
7 Sinoa 43,00 12.115 281,74 3.158 4
8 Gantarangkeke 52,95 16.252 306,93 4.224 4
Jumlah 395,83 181.006 457,28 44.127 4
Sumber : Bantaeng Dalam Angka, 2013
Kepadatan penduduk di 3 kecamatan tersebut dikarenakan kecamatan
tersebut merupakan perkotaan sekaligus daerah pesisir yang merupakan wilayah
yang dilalui oleh jalan nasional penghubung antar Kabupaten dan desa-desa
sekitarnya, yang menyediakan berbagai macam pusat kegiatan, seperti pusat
ekonomi dan pusat pemerintahan, dan juga tersedianya berbagai macam sarana
dan prasarana yang lebih baik dan lebih lengkap. Sedangkan tingkat kepadatan
penduduk yang terendah yaitu Kecamatan Uluere, beberapa penyebab
dikarenakan kecamatan uluere memiliki topografi yang berbukit-bukit, lahan yang
ada kurang cocok untuk dijadikan permukiman. Walaupun kecamatan ini
53
memiliki lahan yang luas (Kecamatan terluas ke-2 dengan luas lahan 67,29
km2).70
c. Visi dan Misi Kabupaten Bantaeng
1) Visi Kabupaten Bantaeng
Pusat pertumbuhan ekonomi dibagian selatan Sulawesi Selatan tahun 2018
2) Misi Kabupaten Bantaeng
a) Meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan kapasitas penduduk
b) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian dan kelautan
c) Meningkatkan jaringan perdagangan, industri dan pariwisata
d) Memaksimalkan berkembangnya lembaga ekonomi masyarakat secara terpadu
e) Penguatan kelembagaan pemerintah71
2. Gambaran Umum Kecamatan Tompobulu
a. Keadaan Geografis
Kecamatan tompobulu adalah salah satu kecamatan dari 8 kecamatan di
Kabupaten Bantaeng. Sebelum ada pemekaran beberapa kecamatan, Kecamatan
Tompobulu mewilayahi Kecamatan Pa’jukukang dan Kecamatan Gantarangkeke.
Kecamatan Tompobulu disamping berbatasan dengan kecamatan lainnya di
Kabupaten Bantaeng juga berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba. Ibu kota
Kecamatan Tompobulu terletak di Kelurahan Banyorang. Letak Kecamatan
Tompobulu Berbatasan dengan:
70 Profil Kabupaten Bantaeng  Tahun 2013
71 Profil Kabupaten Bantaeng  Tahun 2013
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1) Sebelah Utara : Gunung Lompobattang Kecamatan Eremerasa
2) Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
3) Sebelah Selatan : Kecamatan Gantarangkeke
4) Sebelah Barat : Kecamatan Bantaeng dan Eremerasa
Luas wilayah Kecamatan Tompobulu tercatat ±76,99 km² atau 19,45%
dari luas wilayah Kabupaten Bantaeng yang meliputi 6 Desa dan 4 Kelurahan.
Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng membawahi
10 (Sepuluh) Desa/Kelurahan dengan Ibu Kota Wilayah Kecamatan
berkedudukan di Kelurahan Banyorang. Jarak dengan Ibu Kota Kabupaten
Bantaeng ±24 km dan Desa/Kelurahan masing-masing mebawahi RW, RT dengan
jumlah RW 75 dan RT 161. 72
b. Demografi
Penduduk Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng berdasarkan hasil
Registrasi Penduduk tahun 2013 berjumlah sekitar 23.471 jiwa terdiri dari jenis
kelamin laki-laki sebanyak 11.081 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak
12.390 jiwa yang tersebar di 10 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk terbesar
terdapat di Kelurahan Lembang Gantarangkeke yaitu sekitar 3.595 jiwa.
72 Profil Kecamatan Tompobulu  Tahun 2013
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Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Pertumbuhan
Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tompobulu
No. Desa/Kelurahan
Jumlah Penduduk Laju
Pertumbuhan2010 2011 2012 2013
1 Gantarangkeke 3.501 3.545 3.566 3.595 0,59
2 Pattallassang 3.032 3.062 3.080 3.106 0,59
3 Bonto-Bontoa 1.856 1.875 1.886 1.901 0,59
4 Banyorang 2.897 2.926 2.943 2.968 0,58
5 Campaga 1.882 1.901 1.911 1.928 0,53
6 Bonto Tappalang 1.274 1.278 1.294 1.305 0,54
7 Balumbung 1.857 1.876 1.887 1.902 0,59
8 Ereng-Ereng 1.748 1.765 1.775 1.791 0,57
9 Labbo 2.992 3.022 3.040 30.65 0,60
10 Pattaneteang 1.865 1.884 1895 1910 0,58
Jumlah 22.913 23.143 23.277 23.471 0,58
Sumber : Koordinator Statistik Kec. Tompobulu, 2013
c. Visi Misi Kecamatan Tompobulu
Kecamatan Tompobulu adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten
Bantaeng, tentulah membutuhkan strategi dalam menjalankan roda pemerintahan
dan pembangunan, sehingga di semua bidang pemerintahan dan pembangunan
bisa terlaksan dengan baik sesuai yang diinginkan. Maka dalam hal pencapaian
suatu tujuan, diperlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata.
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Secara umum bisa dikatakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep
perencanaan yang disertai dengan tindakan. Kabupaten Bantaeng sudah
menetapkan Visi dan Misi sebagai suatu rumusan perencanaan dan tindakan, yaitu
Kabupaten Bantaeng Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Bagian Selatan
Sulawesi Selatan, sehingga Kecamatan Tompobulu berdasarkan rumusan tersebut,
merumuskan Visi dan Misi setelah mempertimbangkan segala potensi yang ada,
baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam Kecamatan Tompobulu,
untuk menopang dan mendukung tercapainya Visi Kabupaten Bantaeng yaitu
Kecamatan Tompobulu yang Mandiri, Bersaing dan Berwawasan lingkungan
melalui kualitas Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat.
Untuk mencapai Visi tersebut, dirumuskan Misi sebagai usaha dan
penyataan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
Maka Kecamatan Tompobulu menetapkan Misi sebagai berikut:
1) Mengoptimalkan sumber daya aparatur pemerintahan kecamatan dalam
rangka transparansi birokrasi secara profesional dan proporsional
2) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menunjang kegiatan
pembangunan
4) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan
ketertiban umum
5) Memfasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat yang berdayasaing
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6) Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan
sumber daya alam terutama dalam pengelolaan hasil pertanian dan
perkebunan sebagai income perkapita masyarakat.73
3. Gambaran Umum Desa Labbo
a. Keadaan Geografis
Desa Labbo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tompobulu
yang berada dibagian utara Kabupaten Bantaeng. Jarak tempuh wilayah Desa
Labbo dari Ibukota Kabupaten Bantaeng 23 km. Adapun batas-batas desa sebagai
berikut :
1) Sebelah Utara : Asayya Kabupaten Bulukumba
2) Sebelah Timur : Desa Pattaneteang
3) Sebelah Selatan :Desa Balumbung dan Kelurahan Ereng- ereng
4) Sebelah Barat : Kelurahan Ereng-Ereng dan Kabupaten Bulukumba74
b. Sejarah Desa Labbo
Desa Labbo adalah desa yang paling tua dalam wilayah Kecamatan
Tompobulu. Menurut sejarahnya Desa Labbo berasal dari perkataan Labboro yang
berarti longsoran tanah yang pada waktu itu merupakan bagian kampung Ganting,
nama ini diberikan oleh pada leluhur kampung Ganting (Tau Toana Ganting)
yaitu Ni Camma.
Sejak tahun 1961 masyarakat yang bermukim diluar kampung Ganting
disatukan dalam kampong Labbo ini diprakarsai oleh Karaeng Naikang yang saat
73 Profil Kecamatan Tompobulu Tahun 2013
74 Profil Desa Labbo Tahun  2012-2017
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itu berada di kampung Ganting. Tahun 1963 awal mula terbentuknya Desa Labbo
yang terbagi menjadi dua Dusun yaitu Dusun Pattaneteang Kepala Desa pertama
adalah Bapak Kaimuddin yang memimpin mulai tahun 1963-1970. Kemudian
tahun 2013 sampai sekarang Kepala Desa dijabat oleh Bapak Sirajuddin, S.Ag,
dimana beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten
Bantaeng.75
4. Gambaran Umum Desa Balumbung
a. Keadaan Geografis
Secara Geografis Desa Balumbung berada diwilayah pegunungan  secara
geografis berbukit dan memiliki kondisi iklim cukup dingin mencapai 15 Derajat
Celcius dengan musim hujan lebih panjang.  Konturistik daerah berada pada
ketinggian terletak di kaki Gunung Lompo Battang. Tingkat kemiringan
pemukiman warga mencapai 20 derajat dan  ketinggian sampai 130 dpl. Kondisi
tanah subur memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Desa
Balumbung terletatak di Wilayah Adminisratif Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Bantaeng. Batas Wilayah Administrasi Desa :
1) Utara : DesaBonto Tappalang dan Desa Labbo
2) Timur : Kelurahan Ereng – ereng
3) Selatan: Kelurahan Campaga
4) Barat : Desa Bonto Tappalang76
75 Profil Desa Labbo  Tahun  2012-2017
76 Profil Desa Balumbung  Tahun  2012-2017
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b. Visi Misi Desa Balumbung
Visi memuat penjelasan pembangunan Desa Balumbung , mulai dari tahun
berjalan yaitu periode 2012 – 2017. Misi memuat penjelasan langkah-langkah
yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa Balumbung mulai dari
tahun berjalan yaitu periode 2012 – 2017.77
5. Gambaran Umum Desa Pattaneteang
a. Keadaan Geografis
Desa Pattaneteang secara administratif termasuk dalam wilayah
Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, provinsi Sulawesi selatan. Letak
wilayah desa ini berjarak 28 km dari ibu kota Kabupaten dan 146 km dari ibu kota
Provinsi Sulawesi Selatan.
Luas wilayah Desa Pattaneteang 1.161.5 ha. Desa ini terbagi atas tiga
dusun yaitu, Bungen, Katabung, dan Biring Ere. Desa Pattaneteang mempunyai
batas wilayah sebagai berikut:
1) Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Ulu Ere, Kabupaten
Bantaeng.
2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, Kecamatan
Gantarang kidang.
3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Bantaeng.
4) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, Kecamatan
Gangking
77 Profil Desa Balumbung  Tahun  2012-2017
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Letak Geografis Desa Pattaneteang adalah 119ᵒ58’00’’ – 119 ᵒ 59’20’’.
Bujur Timur dan 05 ᵒ 22’40’’ – 05 ᵒ 24’20’’ Lintang Selatan, dengan ketinggian
antara 650 – 1700 meter dari permukaan laut.78
b. Keadaan Penduduk
Jumlah keseluruhan penduduk Desa Pattaneteang adalah sebanyak 1846
jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 514 kepala keluarga. Pada Dusun
Bungeng terdapat 586 jumlah penduduk dari 184 Kepala Keluarga yang ada pada
Desa Pattaneteang, di dusun inilah penduduk yang paling sedikit disbanding dua
dusun lainnya. Jumlah penduduk pada dusun ini, terdiri dari 298 laki-laki dan 288
perempuan. Pekerjaan penduduknya dominan berkebun dan bertani.
Dusun Panrangngaji terdapat 644 jumlah penduduk dari 171 Kepala
Keluarga yang ada pada Desa Pattaneteang. Penduduk dusun ini terdiri 337 laki-
laki dan 307 perempuang dari total keseluruhan. Sedangkan di Dusun Biring Ere
terdapat 616 jumlah penduduk dari 159 Kepala Keluarga dan terdiri dari 316 laki-
laki dan 159 perempuan. Pekerjaan penduduknya dominan berkebun dan
bertani.79
B. Pengelolaan Aset Desa
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 77 menjelaskan bahwa
Pengelolaan kekayaan milik desa/aset desa dilaksanakan berdasarkan asas
kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi,
78 Profil Desa Pattaneteang  Tahun  2012-2017
79 Profil Desa Pattaneteang  Tahun  2012-2017
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efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi.80 Hal ini dilakukan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan
pendapatan desa, dimana hal tersebut dibahas oleh kepala desa bersama badan
permusyawaratan desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa
yang diatur dalam peraturan pemerintah.
Pengelolaan aset desa di Kecamatan tompobulu telah mengikuti prosedur
yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah, walaupun dalam
pelaksanaannya masih banyak kendala yang ditemui. Sebagaimana dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 7 mengemukakan
bahwa pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian. hal ini diuraikan sebagai berikut:
1. Perencanaan dan Pengadaan Aset Desa
Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah dan
perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah disebut dengan
RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) sementara
perencanaan jangka pendek disebut RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan
Desa). RPJMDes berdasarkan permendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 8 adalah
perencanaan untuk kebutuhan enamtahun, Sedangkan perencanaan kebutuhan
aset desa untuk kebutuhan satu tahun dituangkan dalam RKPDesa dan ditetapkan
dalam APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) setelah
80 Lihat Pasal 77 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
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memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. APBDes merupakan rencana
keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat sumber pendapatan, alokasi
belanja dan pembiayaan.81 Sesuai hasil wawancara dengan Sekretaris Desa
Balumbung mengatakan bahwa:
“Mekanisme perencanaan tentang aset desa disesuaikan sebelum
membangun desa dalam bentuk musyawarah desa, setelah itu dibuatkan
RKPDes dan kemudian dibuatkan PERDes”. (Hasil wawancara dengan
Sekdes Balumbung, tanggal 25 juli 2016).
Sedangkan menurut Sekretaris Pattaneteang juga memberikan pernyataan
yang mendukung Sekretaris Balumbung yaitu sebagai berikut:
“Pengelolaan aset desa tidak terlepas dari RPJMDes setelah itu ada
namanya RKPDes. RKPDes tentang tahunan, setelah itu kita membuat
rancangan peraturan desa, kemudian disetujui PERDes nya tentang
penjabaran anggaran. Setiap tahun kita tidak boleh memasukkan di
penjabaran anggaran yang mau kita danai tanpa ada di RPJMDes dan di
RKPDes”. (Hasil wawancara dengan Sekdes Pattaneteang, tanggal 22 juli
2016).
Demikian juga senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala
Desa Labbo sebagai berikut:
“Mekanisme perencanaan dibahas dalam musyawarah desa yang berisi
mengenai usulan-usulan dari masyarakat yang kemudian dituangkan
dalam RPJMDes dan terakhir dibuatkan PERDes”. (Hasil wawancara
dengan Kepala Desa Labbo, tanggal 23 juli 2016).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam
perencanaan pengelolaan aset desa yang terdapat di Kecamatan Tompobulu yaitu
Desa Balumbung, Labbo dan Pattaneteang telah sesuai dengan Permendagri
nomor 1 tahun 2016 pasal 8. Hal tersebut dibuktikan ketika masing-masing kepala
desa melakukan program perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Desa
81 Lihat Pasal 8 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
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(Musrembangdes). Musrembangdes merupakan forum musyawarah yang
membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang
berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa
(P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam
pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan
khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan sehingga benar-benar dapat
merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.
Perencanaan pembangunan desa yang disusun berdasarkan jangka waktu 6
tahun dan visi misi kepala desa terpilih adalah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDes). Adapun alur penyusunan RPJMDes sebagai berikut:
Gambar 4. 2 Alur Penyusunan RPJMDes




























Sedangkan RKPDes adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu
satu tahun, Artinya dokumen perencanaan merupakan rincian lebih lanjut setiap
periode tahun anggaran yang sebenarnya sudah terangkum di dalam dokumen
RPJMDesa. Adapun alur penyusunan RKPDesa dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 4. 3 Alur Penyusunan RKPDes
Sumber: Panduan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Tahun 2015
Alur penyusunan RKPDes dan RPJMDes  diatas merupakan dasar dalam
pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan
barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Pengadaan aset desa
sebagaimana dimaksud dalam permendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 9 ayat 1,
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka,
















a) Efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana
dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu
yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum.
b) Efektif, Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran
yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
c) Terbuka dan bersaing, Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua
penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang jelas. Serta harus dilakukan melalui persaingan
yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan
memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan
secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya
mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
d) Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa
bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang
berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
e) Adil/tidak diskriminatif, memberikkan perlakuan yang sama bagi semua calon
penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada
pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentinga n nasional.
f) Akuntabel, pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan
yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.82
82 Lihat Pasal 9 ayat 1 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
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Pengadaan barang/jasa di desa pada prinsipnya dilaksanakan secara
swakelola dan penyedia barang/jasa. Swakelola yaitu kegiatan pengadaan
barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi
sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Sedangkan penyedia barang/jasa
yaitu kegiatan pengadaan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa yang
dipilih dengan metode tertentu, misalnya lelang, penunjukkan langsung, ataupun
yang baru dikenal yaitu kontes/sayembara. Berikut hasil wawancara Sekretaris Desa
Balumbung yang mengatakan bahwa:
“Bentuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa balumbung, yaitu
adanya bangunan yang diswakelolakan dan dalam pengadaannya harus
efektif dan terbuka agar dapat diketahui secara luas oleh masyarakat”.
(Hasil wawancara dengan Sekdes Balumbung, tanggal 25 juli 2016).
Sedangkan menurut Kepala desa Labbo’ juga memberikan pernyataan
yang mendukung Kepala Desa Balumbung  sebagai berikut:
“Setiap dilakukan pengadaan barang harus transparan dan dilaporkan
sesuai apa yang terjadi di lapangan”. (Hasil wawancara dengan Kepala
Desa Labbo, tanggal 23 juli 2016).
Disamping itu, untuk pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan secara
swakelola, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dapat melaksanakan pengadaan
melalui penyedia barang/jasa. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa
Pattaneteang yang mengatakan bahwa:
“Pengadaan barang di desa ketika terjadi pembelian barang harus ada bukti
pembelian berupa kuitansi atau nota sebagai bukti transaksi supaya tidak
ada yang menyalahgunakannya”. (Hasil wawancara dengan Sekdes
Pattaneteang, tanggal 22 juli 2016).
Secara teknis untuk pengadaan aset desa telah sesuai dengan permendagri
nomor 1 tahun 2016 bahwa dalam pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola
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dan penyedia barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang
tertuang pada pasal 9 ayat 1.
2. Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Desa
Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada permendagri nomor 1
tahun 2016 pasal 10 ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintah desa. Kemudian pemanfaatan aset desa yang dimaksud dalam pasal 11
dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang
penyelenggaraan pemerintah desa.83 Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris
Desa Pattaneteang yang mengatakan bahwa:
“Pemanfaatan Aset Desa tentunya itu digunakan untuk masyarakat”.
(Hasil wawancara dengan Sekdes Pattaneteang, tanggal 22 juli 2016).
Sedangkan Kepala Desa Labbo juga memberikan pernyataan yaitu sebagai
berikut:
“Pemanfaatan Aset Desa yaitu tanah dimanfaatkan kemudian di tanami
dengan tanaman-tanaman, seperti cengkeh, kopi dan sayur mayur yang
bisa dijual”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Labbo, tanggal 23
juli 2016).
Lebih lanjut pemanfaatan aset desa ini, sebagaimana yang tertuang pada
pasal 11  ayat 2 bahwa bentuk pemanfaatan aset desa, berupa:
a) Sewa;
b) Pinjam Pakai;
c) Kerjasama pemanfaatan; dan
d) Bangun guna serah atau bangun serah guna.
83 Lihat Pasal 10 dan Pasal 11 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Aset Desa
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Bentuk pemanfaatan aset desa di kecamatan tompobulu lebih berfokus
pada butir c yaitu kerjasama pemanfaatan. Dimana kerjasama pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada pasal 14 berupa tanah dan/atau bangunan dengan
pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
1) Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
2) Meningkatkan pendapatan desa.
3. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Desa
Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada permendagri nomor 1
tahun 2016 pasal 19 ayat 1 wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat
Desa. Kemudian pada pasal 2 pengamanan aset desa sebagaimana yang dimaksud
ayat 1, meliputi:
a) Administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan
penyimpanan dokumen kepemilikan;
b) Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan
jumlah barang dan hilangnya barang;
c) Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara
pemagaran dan pemasangan tanda batas;
d) Selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan
dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
e) Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status
kepemilikan.84
84 Lihat Pasal 19 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
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Sedangkan bentuk pengamanan aset desa di Kecamatan Tompobulu Desa
Pattaneteang berdasarkan hasil wawancara oleh Sekretaris Desa Pattaneteang
yaitu sebagai berikut:
“Untuk sementara ini belum ada sistem terkait pengamanan dan
pemeliharaan aset desa, tapi untuk kedepannya Kepala desa sudah
berencana bahwa akan dibuat tim untuk pengamanan tentang aset desa
seperti sarana dan prasarananya. Sedangkan untuk aset desa seperti mobil,
lemari, kursi, meja, komputer, memang sudah ada yang di SK kan untuk
pelaksana barang”. (Hasil wawancara dengan Sekdes Pattaneteang,
tanggal 22 juli 2016).
Hal ini senada dengan pernyataan  Kepala Desa Labbo’ yang mengatakan
bahwa:
“Bentuk pengamanannya dalam mengelola aset yaitu dengan menerbitkan
SK. Dan setiap tahun dilaporkan hasilnya. Kemudian Hasilnya dilaporkan
di APBDes sebagai aset pendapatan PADes”. (Hasil wawancara dengan
Kepala Desa Labbo, tanggal 23 juli 2016).
Selanjutnya bentuk pemeliharaan aset desa di Kecamatan Tompobulu
Desa Balumbung sesuai hasil wawancara oleh Sekretaris Desa Balumbung
menyatakan bahwa:
“Biaya pemeliharaan tergantung dari RKPDes. Jika ada kerusakan, berarti
kita musyawarakan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan di RKPDes”.
(Hasil wawancara dengan Sekdes Balumbung, tanggal 25 juli 2016).
Sedangkan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Desa Labbo yang
mengatakan bahwa:
“Untuk pemeliharaan aset desa, diberikan kepercayaan kepada
masyarakat, misalnya mengelola tanah, masyarakat diberikan modal
sesuai kebutuhannya, tetapi juga berlandaskan pada fakta dilapangan.
(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Labbo, tanggal 23 juli 2016).
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk
pengamanan dan pemeliharaan aset desa di Kecamatan Tompobulu belum
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sepenuhnya sesuai dengan permendagri nomor 1 tahun 2016. Dikarenakan masih
ada desa di Kecamatan Tompobulu yang memiliki kendala terkait pengamanan
dan pemeliharaan asset desa. Terbukti bahwa ada beberapa kekayaan miilik desa
yang belum memiliki pengamanan dan pemeliharaan khusus dari kepala desa.
4. Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Desa
Secara umum, penghapusan aset desa merupakan suatu kegiatan
pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan. Penghapuan aset desa sebagaimana dimaksud
dalam permendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 21 ayat 1  merupakan kegiatan
menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam hal




Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 huruf a, antara lain:
a) Pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain
b) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c) Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan
sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik
desa.
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Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, dengan
ketentuan:
a. Berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki
nilai ekonomis.
b. Dibuatkan berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan
Kepala Desa tentang pemusnahan.
Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain: a) hilang, b) kecurian, c) terbakar.85
Adapun hasil wawancara oleh Sekretaris Desa Balumbung yang mengatakan
bahwa:
“ini yang menjadi kendala disini, ketika diadakan pemilihan desa pada
tahun 2011. Pada saat kepala desa tidak terpilih lagi, aset desa juga tidak
terpakai lagi termasuk kantornya. Kantor yang dulu dijadikan sebagai
bengkel. Sebelumnya kantor desa dalam kondisi memprihatinkan karena
hanya menggunakan bamboo. Hal tersebut disebabkan kantor yang dulu
ditutup oleh kepala desa yang lama”. (Hasil wawancara dengan Sekdes
Balumbung, tanggal 25 juli 2016).
Berdasarkan hasil wawancara diatas, tindakan yang dilakukan oleh
pemimpin desa sebelumnya merupakan perilaku yang menyimpang karena
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal  21 ayat 2 poin c sesuai dengan
penjelasan diatas, kepala desa tidak sepantasnya melakukan hal tersebut dan aset
desa tidak bisa dihapuskan begitu saja.




85 Lihat Pasal 21 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
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c) Penyertaan modal pemerintah desa.
Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa
tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan
penyertaan modal.
Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1,
apabila:
a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintah desa;
b. Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh
pemerintah desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan
melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja,
kursi, computer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain
kendaraan bermotor, peralatan mesin;
f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti
penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang
penjualan;
g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan
dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.
Penyertaan modal pemerintah desa atas aset desa sebagaimana dimaksud
dalam pasal 25 ayat 1 huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan
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dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).86 Sesuai hasil
wawancara oleh Kepala Desa Labbo mengatakan bahwa:
“semua hasil tanaman dikebun seperti cengkeh, kopi dan sayur mayur
akan dijual”. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Labbo, tanggal 23
juli 2016).
Hasil wawancara tersebut termasuk dalam pasal 25 poin b yaitu penjualan,
dimana Desa Labbo mengelola tanaman kemudian menjualnya dan hasilnya itu
dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.
5. Penatausahaan, Pelaporan dan Penilaian Aset Desa
Secara teknis penatausahaan aset desa diatur dalam permendagri nomor 1
tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dimana aset desa yang sudah ditetapkan
penggunaannya harus diinventarisasi dalam buku inventaris aset desa dan diberi
kodefikasi. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan
perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan
pelaporan barang milik desa dalam unit pemakaian.
Selanjutnya, di dalam pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil
pengelolaan kekayaan desa kepada Bubati/walikota melalui camat setiap akhir
tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan hasil
pengelolaan kekayaan desa sebagaimana merupakan bagian dari laporan
pertanggungjawaban. Sesuai hasil wawancara oleh Sekretaris Desa Labbo yang
mengatakan bahwa:
“Bentuk pelaporan aset desa disesuaikan dengan format dari inspektorat
dalam bentuk excel”. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Labbo,
tanggal 23 juli 2016).
86 Lihat Pasal 25 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
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Demikian juga senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris
Desa Pattaneteang sebagai berikut:
“Pelaporannya kita buatkan rekap inventaris barang yang terdiri dari KIB
A, KIB B. mengenai pelaporannya, harus konsultasikan bagaimana cara
pelaporan dan setelah selesai konsultasi, desa mengikuti saran dari
kabupaten, dan saran dari kecamatan terkait cara pelaporan aset desa”.
(Hasil wawancara dengan Sekdes Pattaneteang, tanggal 22 juli 2016).
Hasil wawancara oleh Kepala Desa Labbo dan Sekretaris Desa
Pattaneteang, diperkuat oleh hasil wawancara Camat Tompobulu yang
mengemukakan bahwa:
“Mengenai pelaporan aset desa di beberapa desa yang berada di
Kecamatan Tompobulu sebenarnya sudah sesuai dengan permendagri
nomor 1 tahun 2016, karena hampir semua Kepala Desa bersama dengan
perangkatnya (Sekdes), kita pernah membuat pelatihan terkait mengenai
bagaimana mengelola dana desa, bagaimana penataan terkait administrasi
yang ada di desa, tata kelola pertanggung jawaban, untuk pemanfaatannya
mulai dari perencanaan, kemudian pencairan dana desa, penggunaan dana
desa sampai laporan pertanggungjawaban. (Hasil wawancara dengan Pak
Camat, tanggal 25 juli 2016).









1 Tanah Gedung Kantor Desa M² 2008 25,000,000Rp
2 Tanah Samping Kantor Desa M² 2008 35,000,000Rp












KARTU INVENTARIS BARANG (KIB A)
Desa                      : Pattaneteang
Kabupaten/Kota    : Bantaeng
Provinsi                 : Sulawesi Selatan
TANAH













1 Papan Profil Buah 3 2011 450,000Rp
2 Kursi Rapat Buah 6 2011 1,500,000Rp
3 Printer Unit 1 2012 750,000Rp
4 Lemari Arsip Buah 1 2012 1,500,000Rp
5 Sepeda Motor Unit 1 2013 16,000,000Rp
6 Kursi Kerja Buah 2 2013 1,529,500Rp
7 Kursi Rapat Buah 35 2014 1,925,000Rp
8 Printer Unit 1 2014 750,000Rp
9 Laptop Unit 1 2014 5,000,000Rp
10 Sepeda Motor Unit 1 2014 16,319,000Rp
11 Televisi Unit 1 2014 1,300,000Rp
12 Lemari Arsip Buah 2 2015 5,400,000Rp
13 Motor Dinas Unit 2 2015 34,220,000Rp
14 Lemari Arsip Buah 2 2015 5,400,000Rp
15 Laptop Buah 1 2015 10,000,000Rp
16 Komputer PC Buah 1 2015 12,000,000Rp
17 Printer Buah 1 2015 2,000,000Rp
18 Parabola & Receiver Buah 1 2015 1,800,000Rp
19 Mesin Pemangkas Rumput Buah 3 2015 12,900,000Rp
20 Kursi Kerja Buah 2 2015 1,500,000Rp
21 Hardisk Buah 2 2015 3,000,000Rp
22 Modem Buah 2 2015 500,000Rp
23 Taplak Meja B. Meja Kerja Buah 1 2015 750,000Rp
24 Proyektor/Infocus Buah 1 2015 7,250,000Rp
25 Meja kerja Buah 4 2015 36,000,000Rp
26 Papan Data Buah 3 2015 4,500,000Rp
27 Kursi Rapat Buah 50 2015 25,000,000Rp
28 Lapangan Tenis Meja Buah 1 2015 4,000,000Rp
29 Kursi Tamu Stel 1 2015 6,255,000Rp
30 Kompor Gas Buah 1 2015 500,000Rp
31 Tabung 3 Kg Buah 1 2015 150,000Rp
32 Piring Keramik Lusin 10 2015 1,100,000Rp
33 Sendok Makan Lusin 10 2015 170,000Rp
34 Cangkir Lusin 1 2015 200,000Rp















KARTU INVENTARIS BARANG (KIB B)
PERALATAN DAN MESIN
Desa                      : Pattaneteang
Kabupaten/Kota    : Bantaeng












1 Jaringan Air Bersih 1 2010 37,675,000Rp
2 Bahu Jalan 1 2010 23,676,500Rp
3 Perpipaan 1 2012 9,650,000Rp
4 Tanggul 1 2014 23,335,500Rp
5 Parkiran Motor 1 2014 3,000,000Rp
6 Tanggul Penahan Longsor 1 2014 1,095,000Rp
7 Tanggul Jalan 1 2014 22,300,000Rp
8 Pos jaga 4 2015 24,236,000Rp
9 Batas Dusun 2 2015 35,250,000Rp
10 Rabat Beton 1 2015 116,525,000Rp
11 Tanggul Jalan 1 2015 121,120,000Rp








Bantaeng 19 Januari 2016
Pengerus Barang
ROSMAWAR
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
Desa                      : Pattaneteang
Kabupaten/Kota    : Bantaeng
Provinsi                 : Sulawesi Selatan












1 Rumah Jabatan Buah 1 2010 30,000,000Rp







Bantaeng 19 Januari 2016
Pengerus Barang
ROSMAWAR
Desa                      : Pattaneteang
Kabupaten/Kota    : Bantaeng
Provinsi                 : Sulawesi Selatan






KARTU INVENTARIS BARANG (KIB C)
GEDUNG DAN BANGUNAN
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Berdasarkan Tabel diatas yaitu pada tabel 4.4, tabel 4.5, tabel 4.6, dan
tabel 4.7 menunjukkan bahwa kartu inventaris barang berupa tanah (KIB A)
sebesar Rp. 85.000.000, peralatan dan mesin (KIB B) Rp. 222.818.500, gedung
dan bangunan (KIB C) Rp. 80.000.000, serta jalan, jaringan dan irigasi (KIB D)
sebesar Rp. 439.318.000. sehingga penggunaan dana sejak tahun 2008 sampai
pada tahun 2015 dicatat pada buku inventaris/aset desa sebesar Rp.827.136.500.
dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan atau
kerusakan yang terjadi di desa tersebut.









1 Tanah Gedung Kantor Desa 2008 25,000,000Rp






KARTU INVENTARIS BARANG (KIB A)
Desa                      : Balumbung
Kabupaten/Kota    : Bantaeng
Provinsi                 : Sulawesi Selatan
TANAH














1 Kamera digital Sony Buah 1 2011  Rp    1,650,000 ADD/PAD
2 Meja Kerja Buah 2 2011  Rp    1,500,000 ADD
3 Laptop LenoVo Buah 1 2012  Rp    5,700,000 ADD Ret.
4 Printer HP Deskjet 1000s Buah 1 2012  Rp       700,000 ADD
5 Meja Rapat Buah 1 2012  Rp    2,500,000 PAD
6 Kursi Plastik Buah 40 2012  Rp    2,400,000 ADD Ret.
7 Lemari Arsip Buah 1 2013 3,000,000Rp ADD Ret.
8 Printer Canon pixma MP 237Buah 1 2013 850,000Rp ADD
9 Motor Dinas Jupiter MX Unit 1 2013 17,417,000Rp ADD
10 Laptop Buah 1 2015 7,000,000Rp ADD
11 Printer Unit 1 2015 850,000Rp ADD
12 Roda Dua Buah 1 2015 25,855,000Rp ADD
13 Kursi Plastik Buah 60 2015 4,500,000Rp ADD
14 Mesin Pemangkas Rumput Unit 4 2015 12,000,000Rp ADD
15 Lemari Arsip Unit 1 2015 5,400,000Rp ADD
16 Kursi Kerja Unit 5 2015 3,782,500Rp ADD
17 Meja Kerja Unit 6 2015 7,200,000Rp ADD






Bantaeng 31 Desember 2015
Pengurus Barang
BAHARUDDIN
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB B)
PERALATAN DAN MESIN
Desa                      : Balumbung
Kabupaten/Kota    : Bantaeng














1 Gapura Unit 2013  Rp  15,000,000 ADD
3 Bangunan Posyandu 3,25x5Mt 2013  Rp  30,000,000 ADD
4 Bangunan Kantor Desa 14x13 2014  Rp  65,233,259 ADD/Bumdes
5 Rehab  Kantor Desa 14x13 Mt 2015  Rp  83,900,000 ADD Ret
6 Palpon Kantor Desa 12x11 Mt 2015  Rp  18,770,000 ADD









Bantaeng 31 Desember 2015
Pengurus Barang
BAHARUDDIN
Desa                      : Balumbung
Kabupaten/Kota    : Bantaeng
Provinsi                 : Sulawesi Selatan









Berdasarkan Tabel diatas yaitu pada tabel 4.8, tabel 4.9, dan tabel 4.10,
dan tabel 4.11 menunjukkan bahwa kartu inventaris barang berupa tanah (KIB A)
Rp.40.000.000 peralatan dan mesin (KIB B) Rp. 105.004.500, gedung dan
bangunan (KIB C) Rp. 285.203.259, serta jalan, jaringan dan irigasi (KIB D)
sebesar Rp. 507.965.087. sehingga penggunaan dana sejak tahun 2011 sampai
pada tahun 2015 dicatat pada buku inventaris/aset desa sebesar Rp.938.172.846.
dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan atau








1 Tanggul 375 Mt 2011 75,000,000Rp ADD Ret
2 Pos Ronda Unit 8 2011 14,000,000Rp ADD
3 Batas Desa Unit 1 2012 7,500,000Rp ADD
4 Pos Ronda Unit 10 2012 21,000,000Rp ADD
5 Tanggul 252 Mt 2012 50,236,522Rp ADD
6 Tanggul 205 Mt 2013 49,329,565Rp ADD/PAD
6 MCK 1 2014 15,000,000Rp ADD Ret
7 Perpipaan 1 2014 12,000,000Rp ADD
8 Bak Penampung Buah 2 2015 3,000,000Rp ADD
9 Tanggul/Talud 2 2015 41,827,000Rp ADD
10 Tanggul/Talud 1 2015 199,730,000Rp ADD









Bantaeng 31 Desember 2015
Pengerus Barang
BAHARUDDIN
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
Desa                      : Balumbung
Kabupaten/Kota    : Bantaeng
Provinsi                 : Sulawesi Selatan





KARTU INVENTARIS BARANG (KIB D)
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1 Tanah Desa 2012 35,000,000Rp









KARTU INVENTARIS BARANG (KIB A)
Desa                      : Labbo
Kabupaten/Kota    : Bantaeng
Provinsi                 : Sulawesi Selatan
TANAH














1 Gerobak Buah 2 2010 540,000Rp
2 Buku Perpustakaan Buah 10 2010 1,750,000Rp
3 Kulkas Buah 1 2010 2,500,000Rp
4 Note Book Buah 1 2010 3,500,000Rp
5 Kursi Rapat Buah 34 2010 1,900,000Rp
6 Printer Buah 1 2010 750,000Rp
7 Papan Monografi Buah 1 2010 150,000Rp
8 Printer Hp Buah 1 2011 780,000Rp
9 Printer Canon IP2770 Buah 1 2011 750,000Rp
10 Laptop Azus Buah 1 2013 5,000,000Rp
11 Meja Rapat Buah 3 2013 750,000Rp
12 Motor Jupiter MX Unit 1 2013 17,500,000Rp
13 Kursi Rapat Buah 30 2013 1,750,000Rp
14 Motor Soul GT Unit 2 2013 34,000,000Rp
15 Meja Kerja Buah 5 2014 8,500,000Rp
16 Printer Epson L210 Buah 1 2015 1,550,000Rp
17 Laptop Buah 1 2015 5,000,000Rp
18 Kursi Kerja Putar Buah 5 2015 9,250,000Rp
19 Bossara Lusin 1 2015 1,500,000Rp





KARTU INVENTARIS BARANG (KIB B)
PERALATAN DAN MESIN
Desa                      : Labbo
Kabupaten/Kota    : Bantaeng
Provinsi                 : Sulawesi Selatan
Ket.No.
Jumlah




















1 Kantor Desa 70,000,000Rp
2 Posyandu 35,000,000Rp









Bantaeng 31 Desember 2015
Pengurus Barang
RUKAYNI
Desa                      :Labbo
Kabupaten/Kota    : Bantaeng
Provinsi                 : Sulawesi Selatan














1 Pintu Gerbang 1 10,500,000Rp
2 Pagar Kantor 1 12,000,000Rp
3 Rabat Beton 1 125,000,000Rp
4 Tanggul 1 115,000,000Rp
5 Perpipaan Air Bersih 1 27,000,000Rp
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Berdasarkan Tabel diatas yaitu pada tabel 4.12, tabel 4.13, dan tabel 4.14,
dan tabel 4.15 menunjukkan bahwa kartu inventaris barang berupa tanah (KIB A)
Rp.85.000.000 peralatan dan mesin (KIB B) Rp. 102.870.000, gedung dan
bangunan (KIB C) Rp. 155.000.000, serta jalan, jaringan dan irigasi (KIB D)
sebesar Rp. 377.000.000. sehingga penggunaan dana sejak tahun 2011 sampai
pada tahun 2015 dicatat pada pada buku inventaris/aset desa sebesar
Rp.719.870.000. dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana sesuai dengan
kebutuhan atau kerusakan yang terjadi di Desa Labbo.
Setelah aset desa dilaporkan dalam bentuk kartu inventaris desa, maka
selanjutnya dilakukan penilaian tentang aset desa. Penilaian aset desa
sebagaimana dimaksud dalam permendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 30 dalam
rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik. Di dalam penilaian aset
terhadap tanah, perlu dipertimbangkan kegunaan dan manfaatnya saat sekarang
dan prospek ke depan. Tanah akan bernilai tinggi apabila mempunyai kegunaan
yang optimal. Di Desa Labbo pemanfaatan berupa tanah di manfaatkan dengan
cara ditanami berupa sayur mayur, cengkeh, kopi dan sebagainya, selanjutnya
pemanfaatan berupa bangunan di Desa Balumbung dan Pattaneteang berupa
posyandu, perpustakaan, dan lain sebagainya dimanfaatkan untuk masyarakat
setempat. Dari ketiga desa yang berada di kecamatan Tompobulu dilakukan
penilaian secara rutin oleh Kecamatan dan Kabupaten.
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6. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa
Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan kekayaan milik
desa secara berdayaguna dan berhasilguna, maka  fungsi  pembinaan, pengawasan
dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan
barang milik desa.
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai pada permendagri
nomor 6 tahun 2016 pasal 46 ayat 4 bahwa Bupati/Walikota dapat melimpahkan
kepada camat. Sesuai hasil wawancara oleh Pak Camat mengemukakan bahwa:
“selama ini desa mengacu bagaimana supaya aset-aset di desa bisa
terkontrol dan terdata dengan baik. Karena yang menjadi kegundahan bagi
aparatur desa yaitu kurang mengerti tentang tata kelola pengadaan aset
desa, Sehingga dari kabupaten juga turun tangan ke desa untuk membina
perangkat desa, dengan menjelaskan bagaimana pengadaan aset desa,
bagaimana pencatatan, penggunaannya dan lain sebagainya”. (Hasil
wawancara dengan Pak Camat, tanggal 25 juli 2016).
Selanjutnya hasil wawancara  oleh Sekretaris desa Balumbung yang
mendukung dari pernyataan Pak Camat, yaitu:
“Kabupaten memberikan pembinaan terkait bagaimana cara mengelola
aset desa, pelaporannya, dan sebagainya”. (Hasil wawancara dengan
Sekdes Balumbung, tanggal 25 juli 2016).
Sedangkan hasil wawancara oleh Sekretaris Desa Pattaneteang
mengemukakan bahwa:
“Pembinaan terkait aset desa dari kabupaten belum sesuai dengan yang
diharapkan dan bahkan kurang dari 50% menjadi harapan perangkat desa
yang didapatkan dalam menerima pembinaan". (Hasil wawancara dengan
Sekdes Pattaneteang, tanggal 22 juli 2016).
Hal serupa yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Labbo yang mengatakan
bahwa:
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“kekurangan kami disini, yaitu pelatihannya dan tidak ada ruang khusus
tempat pengarsipan di desa. Sekarang ini pengarsipan masih bersifat di
Kabupaten. Jadi saran saya bagaimana kalau khusus aset desa itu, ada tim
pelatih khusus tiap desa, supaya aset-aset desa itu bisa terkontrol dengan
baik. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Labbo, tanggal 23 juli
2016).
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai
pembinaan aset desa masih perlu ditingkatkan, salah satunya dengan cara
meningkatkan jumlah tim Pembina, karena pada kenyataannya perangkat desa
yang akan dibina tidak sebanding dengan  tim pembina, sehingga pembinaan yang
dilakukan oleh tim pembina menjadi tidak efektif. Selain itu perlu adanya
pembinaan secara rutin kepada setiap desa.
Sedangkan pengawasan aset desa di Kecamatan Tompobulu sesuai hasil
wawancara dengan Pak Camat yaitu sebagai berikut:
“Awalnya undang-undang desa mengacu pada undang-undang desa no 6
tahun 2014, kemudian mengacu lagi pada undang-undang no 1 tahun 2016
terkait mengenai pengelolaan aset desa. Sehingga Pengawasan rutin
dilakukan mulai dari tingkat kecamatan yang selalu memantau terkait
mengenai penggunaan dana desa atau ADD. Seperti perkembangan
mengenai dana yang di kelola oleh desa merupakan tanggung jawab
kecamatan. selain dari kecamatan, inspektorat juga turun ke desa
memeriksa terkait mengenai pertanggungjawaban pemanfaatan
penggunaan dana. BPK juga mulai turun ke desa, karena sekarang ini desa
tidak main-main. Dulu dana desa tidak seberapa dananya, jika
dibandingkan saat ini. Sesuai dengan nawa cita Pak Jokowi betul-betul
desa itu akan dijadikan desa mandiri.”. (Hasil wawancara dengan Pak
Camat, tanggal 25 juli 2016).
Sedangkan menurut Sekretaris Desa Labbo juga memberikan pernyataan
yang mendukung Camat Tompobulu sebagai berikut:
“Pengawasan dilakukan setiap tahunnya oleh kecamatan maupun
inspektorat”. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Labbo, tanggal 23
juli 2016).
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Demikian juga senada dengan pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris
Desa Balumbung sebagai berikut:
“Pengawasan rutin dilakukan baik dari kecamatan, inspektorat tiap
tahunnya, kemudian meminta data dan turun ke lapangan untuk melihat
aset apakah masih utuh atau tidak”. (Hasil wawancara dengan Sekdes
Balumbung, tanggal 25 juli 2016).
Secara teknis pembinaan beberapa desa di kecamatan tompobulu kurang
maksimal, hal tersebut dikarenakan jumlah tim pembina yang sedikit harus
membina seluruh desa. Sedangkan pengawasan yang dilakukan sudah sesuai pada
peraturan pemerintah, karena dilakukan secara rutin tiap tahunnya.
Sedangkan pengendalian  merupakan  usaha  atau  kegiatan untuk
menjamin dan  mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai
dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan. Sesuai hasil wawancara oleh Camat
Tompobulu mengatakan bahwa:
“baik dalam pengelolaan aset ataupun mengelola dana yang besar
jumlahnya, tidak menutup kemungkinan perangkat desa juga salah paham
atau belum mengerti bagaimana cara mengelolanya, makanya dari pihak
Kecamatan harus juga ikut mengarahkan terutama bagaimana cara
mengelola aset desa yang ada di desanya.
Dari hasil wawancara  diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat
mencapai suatu pengelolaan aset desa yang baik dan sesuai dengan peraturan,
maka perlu adanya sistem pengendalian yang baik pula, yang dapat mengarahkan
perangkat desa dalam melakukan pengelolaan aset.
C. Hambatan dalam Pengelolaan Aset Desa
Secara umum, pengelolaan aset desa berlandaskan pada peraturan menteri
dalam negeri nomor 1 tahun 2016. Namun dalam pengelolaan aset desa di
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Kecamatan Tompobulu masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui
melalui pendapat yang dikemukakan oleh para narasumber.
Sekretaris Desa Pattaneteang mengungkapkan permasalahan dalam
mengelola aset desa, yaitu sebagai berikut:
“pasti ada kesulitan yang didapatkan dalam pengelolaan aset desa, karena
aturan itu berubah-ubah. Seandainya aturan tahun ini sama dengan aturan
tahun depan, pasti kita sudah bisa menguasainya. Tapi terkadang aturan
berubah-ubah, yang mengharuskan kita memperbanyak konsultasi ke
Kecamatan atau Kabupaten”. (Hasil wawancara dengan Sekdes
Pattaneteang, tanggal 22 juli 2016).
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aparatur desa masih
memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah guna penyesuaian
perubahan aturan setiap tahun. Permasalahan lain yang muncul dalam pengelolaan
aset desa yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap untuk
mengelola aset desa. Hal tersebut di ungkapkan pada hasil wawancara oleh
Sekretaris Desa Balumbung, yaitu:
“Dalam mengelola aset desa ada beberapa kesulitan yang dihadapi,
termasuk kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang
kurang maksimal kinerjanya dan terbatasnya SDM, sehingga saya juga
ikut turun tangan dalam mengelola aset desa”. (Hasil wawancara dengan





Akuntabilitas pengelolaan aset desa di Kecamatan Tompobulu Kabupaten
Bantaeng, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengelolaan  aset desa sesuai pada Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2016 meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan aset desa di Desa
Pattaneteang, Desa Labbo, dan Desa Balumbung yang berada di wilayah
Kecamatan Tompobulu secara bertahap telah mengelola aset desa sesuai
permendagri nomor 1 tahun 2016.
2. Akutabilitas Pengelolaan aset desa yang berada diwilayah kecamatan
tompobulu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini dapat dilihat
dari tahap perencanaan aset desa disusun melalului musyawarah desa
dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan,
sampai pada pelaporan aset desanya yang merupakan bagian dari laporan
pertanggungjawaban diinventarisasi dalam buku inventaris aset desa
kemudian dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir
tahun anggaran dan/atau seaktu-waktu apabila diperlukan.
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3. Kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjadi kendala utama dalam
pengelolaan aset desa, dikarenakan kurang efektifnya sistem pembinaan
dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap
pengelolaan aset desa, sehingga masih memerlukan pendampingan dari
aparat Pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.
B. Implikasi Penelitian
Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas, maka untuk pencapaian
sasaran maksimal dalam pengelolaan aset desa, maka harus ada pembenahan
dalam beberapa hal sebagai berikut:
1. Dalam penelitian di Kecamatan Tompobulu telah berusaha menerapkan
peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 meskipun masih ada
hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan aset desa karena peraturan
tersebut masih tergolong baru.
2. Diharapkan pada pemerintah untuk memberikan pelatihan secara rutin
kepada setiap desa terkhusus pada tata cara pengelolaan aset desa.
3. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Informan
sebagai penunjang dalam penelitian. Namun dalam penelitian ini hanya
menggunakan empat informan. Oleh karena itu, untuk penelitian
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Wawancara ini dilakukan kepada Kepala desa, Sekretaris Desa, dan
Pemerintah desa. Wawancara kepada kepala desa atau Sekretaris Desa untuk
mengetahui bagaimana pengelolaan aset desa, apakah telah sesuai dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa. Wawancara kepada Pemerintah Desa dilakukan untuk memberi kesesuaian
informasi yang telah diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa.
Bagian I: Pertanyaan yang ditujukan di Desa
1. Bagaimana mekanisme perencanaan dan bentuk pengadaan aset desa di
desa ini?
2. Bagaimana implementasi penggunaan dan pemanfaatan aset desa?
3. Bagaimana bentuk pengamanan dan pemeliharaan aset desa?
4. Apakah di desa ini pernah melakukan penghapusandan pemindahtanganan
aset desa?
5. Bagaiman bentuk penatausahaan, pelaporan dan penilaian aset desa di
kantor ini?
6. Apakah program pembinaan pemerintah, pengawasan dan pengendalian
telah sesuai dengan yang diharapkan?
7. Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam mengelola aset desa?
Bagian II: Pertanyaan yang ditujukan untuk Pemerintah Desa
1. Bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban pejabat desa kepada
pemerintah desa mengenai pengelolaan asset desa?
2. Apakah laporan pertanggungjawaban pejabat desa kepada pemerintah desa
sudah sesuai dengan panduan pengelolan asset desa?
3. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah desa terkait pengelolaan asset
desa?




1. Bagaimana mekanisme perencanaan dan bentuk pengadaan aset desa di desa
Labbo?
Informan: Mekanisme perencanaan dibahas dalam musyawarah desa yang
berisi mengenai usulan-usulan dari masyarakat yang kemudian dituangkan
dalam RPJMDes dan terakhir dibuatkan PERDes. Sedangkan bentuk
pengadaannya setiap dilakukan pengadaan barang harus transparan dan
dilaporkan sesuai apa yang terjadi di lapangan.
2. Bagaimana implementasi penggunaan dan pemanfaatan aset desa?
Informan: penggunaannya itu di gunakan untuk masyarakat desa. Dan
pemanfaatan aset desa yaitu tanah dimanfaatkan kemudian di tanami dengan
tanaman-tanaman, seperti cengkeh, kopi dan sayur mayur yang bisa dijual.
3. Bagaimana bentuk pengamanan dan pemeliharaan aset desa?
Informan: Bentuk pengamanannya dalam mengelola aset yaitu dengan
menerbitkan SK. Dan setiap tahun dilaporkan hasilnya. Kemudian Hasilnya
dilaporkan di APBDes sebagai aset pendapatan PADes. Untuk pemeliharaan
aset desa, diberikan kepercayaan kepada masyarakat,  misalnya mengelola
tanah, masyarakat diberikan modal sesuai kebutuhannya, tetapi juga
berlandaskan pada fakta dilapangan.
4. Apakah di desa ini pernah melakukan penghapusan dan pemindahtanganan
aset desa?
Informan: penghapusan tidak pernah. Kalau pemindahtanganan dalam bentuk
penjualan hasil tanaman dikebun seperti cengkeh,, kopi, dan sayur mayur.
5. Bagaiman bentuk penatausahaan, pelaporan dan penilaian aset desa di kantor
ini?
Informan: Bentuk pelaporan aset desa disesuaikan dengan format dari
inspektorat dalam bentuk excel kemudian dilakukan penilaian oleh pihak
kecamatan dan kabupaten.
6. Apakah program pembinaan pemerintah, pengawasan dan pengendalian  telah
sesuai dengan yang diharapkan?
Informan: kekurangan kami disini, yaitu pelatihannya dan tidak ada ruang
khusus tempat pengarsipan di desa. Sekarang ini pengarsipan masih bersifat di
Kabupaten. Jadi saran saya bagaimana kalau khusus aset desa itu, ada tim
pelatih khusus tiap desa, supaya aset-aset desa itu bisa terkontrol dengan baik.
Kalau pengawasan dilakukan setiap tahunnya oleh kecamatan maupun
inspektorat
7. Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam mengelola aset desa?
Informan: iya pasti ada hambatan, karena peraturan ini masih baru.
Hasil Wawancara
Di Desa Balumbung
1. Bagaimana mekanisme perencanaan dan bentuk pengadaan aset desa di desa
Balumbung?
Informan: Mekanisme perencanaan tentang aset desa disesuaikan sebelum
membangun desa dalam bentuk musyawarah desa, setelah itu dibuatkan
RKPDes dan kemudian dibuatkan PERDes. Dan bentuk pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di desa balumbung, yaitu adanya bangunan yang
diswakelolakan dan dalam pengadaannya harus efektif dan terbuka agar dapat
diketahui secara luas oleh masyarakat.
2. Bagaimana implementasi penggunaan dan pemanfaatan aset desa?
Informan: ya pastinya baik itu penggunaan dan pemanfaatannya di digunakan
untuk kepentingan bersama.
3. Bagaimana bentuk pengamanan dan pemeliharaan aset desa?
Informan: pengamanannya disini Alhamdulillah sudah bagus. Kalau biaya
pemeliharaan tergantung dari RKPDes. Jika ada kerusakan, berarti kita
musyawarakan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan di RKPDes.
4. Apakah di desa ini pernah melakukan penghapusan dan pemindahtanganan
aset desa?
Informan: ini yang menjadi kendala disini, ketika diadakan pemilihan desa
pada   tahun 2011. Pada saat kepala desa tidak terpilih lagi, aset desa juga
tidak terpakai lagi termasuk kantornya. Kantor yang dulu dijadikan sebagai
bengkel. Sebelumnya kantor desa dalam kondisi memprihatinkan karena
hanya menggunakan bambu. ini disebabkan karena kantor yang dulu ditutup
oleh kepala desa yang lama.
5. Bagaiman bentuk penatausahaan, pelaporan dan penilaian aset desa di kantor
ini?
Informan: Pelaporannya kita buatkan rekap inventaris barang yang terdiri
dari KIB A, KIB B. mengenai pelaporannya, harus konsultasikan bagaimana
cara pelaporan dan setelah selesai konsultasi, desa mengikuti saran dari
kabupaten, dan saran dari kecamatan terkait cara pelaporan aset desa.
6. Apakah program pembinaan pemerintah, pengawasan dan pengendalian  telah
sesuai dengan yang diharapkan?
Informan: Kabupaten memberikan pembinaan terkait bagaimana cara
mengelola aset desa, pelaporannya, dan sebagainya. Pengawasan rutin
dilakukan baik dari kecamatan, inspektorat tiap tahunnya, kemudian meminta
data dan turun ke lapangan untuk melihat aset apakah masih utuh atau tidak
7. Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam mengelola aset desa?
Informan: Dalam mengelola aset desa ada beberapa kesulitan yang dihadapi,
termasuk kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang kurang
maksimal kinerjanya dan terbatasnya SDM, sehingga saya juga ikut turun
tangan dalam mengelola aset desa.
Hasil Wawancara
Di Desa Pattaneteang
1. Bagaimana mekanisme perencanaan dan bentuk pengadaan aset desa di desa
Pattaneteang?
Informan: Pengelolaan aset desa tidak terlepas dari RPJMDes setelah itu ada
namanya RKPDes. RKPDes tentang tahunan, setelah itu kita membuat
rancangan peraturan desa, kemudian  disetujui PERDes nya tentang
penjabaran anggaran. Setiap tahun kita tidak boleh memasukkan di penjabaran
anggaran yang mau kita danai tanpa ada di RPJMDes dan di RKPDes.
Pengadaan barang di desa ketika terjadi pembelian barang harus ada bukti
pembelian berupa kuitansi atau nota sebagai bukti transaksi supaya tidak ada
yang menyalahgunakannya.
2. Bagaimana implementasi penggunaan dan pemanfaatan aset desa?
Informan: Pemanfaatan Aset Desa tentunya itu digunakan untuk masyarakat
3. Bagaimana bentuk pengamanan dan pemeliharaan aset desa?
Informan: Untuk sementara ini belum ada sistem terkait pengamanan dan
pemeliharaan aset desa, tapi untuk kedepannya Kepala desa sudah berencana
bahwa akan dibuat tim untuk pengamanan tentang aset desa seperti sarana dan
prasarananya. Sedangkan untuk aset desa seperti mobil, lemari, kursi, meja,
komputer, memang sudah ada yang di SK kan untuk pelaksana barang.
4. Apakah di desa ini pernah melakukan penghapusan dan pemindahtanganan
aset desa?
Informan: tidak pernah
5. Bagaiman bentuk penatausahaan, pelaporan dan penilaian aset desa di kantor
ini?
Informan: Pelaporannya kita buatkan rekap inventaris barang yang terdiri
dari KIB A, KIB B. mengenai pelaporannya, harus konsultasikan bagaimana
cara pelaporan dan setelah selesai konsultasi, desa mengikuti saran dari
kabupaten, dan saran dari kecamatan terkait cara pelaporan aset desa.
6. Apakah program pembinaan pemerintah, pengawasan dan pengendalian  telah
sesuai dengan yang diharapkan?
Informan: Pembinaan terkait aset desa dari kabupaten belum sesuai dengan
yang diharapkan dan bahkan kurang dari 50% menjadi harapan perangkat desa
yang didapatkan dalam menerima pembinaan.
7. Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam mengelola aset desa?
Informan: pasti ada kesulitan yang didapatkan dalam pengelolaan aset desa,
karena aturan itu berubah-ubah. Seandainya aturan tahun ini sama dengan
aturan tahun depan, pasti kita sudah bisa menguasainya. Tapi terkadang aturan




1. Bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban pejabat desa kepada
pemerintah desa mengenai pengelolaan asset desa?
Informan: Pelaporan dari desa secara tertulis, itu dikuatkan dalam bentuk
pertanggungjawaban administrasi. Jadi semua penggunaan dananya dibuat 1
bundel dalam bentuk pertanggungjawaban.
2. Apakah laporan pertanggungjawaban pejabat desa kepada pemerintah desa
sudah sesuai dengan panduan pengelolan asset desa?
Informan: Mengenai pelaporan aset desa di beberapa desa yang berada di
Kecamatan Tompobulu sebenarnya sudah sesuai dengan permendagri nomor 1
tahun 2016, karena hampir semua Kepala Desa bersama dengan perangkatnya
(Sekdes), kita pernah membuat pelatihan terkait mengenai bagaimana
mengelola dana desa, bagaimana penataan terkait administrasi yang ada di
desa, tata kelola pertanggung jawaban, untuk pemanfaatannya mulai dari
perencanaan, kemudian pencairan dana desa, penggunaan dana desa sampai
laporan pertanggungjawaban.
3. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah desa terkait pengelolaan asset
desa?
Informan: Awalnya undang-undang desa mengacu pada undang-undang desa
no 6 tahun 2014, kemudian mengacu lagi pada undang-undang no 1 tahun
2016 terkait mengenai pengelolaan aset desa. Sehingga  Pengawasan rutin
dilakukan mulai dari tingkat kecamatan yang selalu memantau terkait
mengenai penggunaan dana desa atau ADD. Seperti perkembangan mengenai
dana yang di kelola oleh desa merupakan tanggung jawab kecamatan. selain
dari kecamatan, inspektorat juga turun ke desa memeriksa terkait mengenai
pertanggungjawaban pemanfaatan penggunaan dana. BPK juga mulai turun ke
desa, karena sekarang ini desa tidak main-main. Dulu dana desa tidak seberapa
dananya, jika dibandingkan saat ini. Sesuai dengan nawa cita Pak Jokowi
betul-betul desa itu akan dijadikan desa mandiri
4. Siapa saja yang dapat mengawasi pengelolaan asset desa selain pemerintah
desa?
Informan: pengawasan rutin dilakukan dari pihak kecamatan, inspektorat,
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  1 TAHUN 2016    
TENTANG 
PENGELOLAAN  ASET DESA 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  113 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri tentang Pengelolaan Aset Desa;  
Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa    
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 
                           2.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 






Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 
3.   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan  Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 





Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK 





BAB I  
KETENTUAN  UMUM 
 
Pasal  1 
 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 






dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.  
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 
nama lain,  adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis.  
5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB 
Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.  
6. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan 
mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, 
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, 
pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, 
penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
aset Desa. 
7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis 
untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang 
milik desa. 
8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan 
pemenuhan kebutuhan barang  dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
Pengguna Barang  dalam menggunakan aset Desa yang 
sesuai dengan tugas dan fungsi. 
10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara 
tidak langsung dipergunakan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak 
mengubah status kepemilikan. 






11. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain 
dalam jangka waktu tertentu dan  menerima imbalan 
uang tunai. 
12. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara 
Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta 
Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam 
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan. 
13. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan  aset Desa 
oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 
rangka  meningkatkan pendapatan Desa. 
14. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik 
Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain 
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah 
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah 
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya 
setelah berakhirnya jangka waktu. 
15. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik 
Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya 
diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk 
didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang 
disepakati. 
16. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan 
mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, 
dan administratif. 
17. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar 
semua aset Desa selalu dalam keadaan baik  dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. 
18. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan 
aset Desa  dari buku data inventaris desa dengan 
keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan 
Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna 
barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas 
barang yang berada dalam pengguasaannya. 






19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset 
Desa.  
20. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan 
aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa 
dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk 
barang. 
21. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada 
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk 
uang. 
22. Penyertaan Modal Pemerintah Desa  adalah 
pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan 
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa 
dalam BUMDesa. 
23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di 
lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan 
pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
24. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi 
terkait dengan keadaan objektif aset Desa. 
25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang 
didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan 
dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk 
memperoleh nilai aset Desa.  
26. Tanah Desa  adalah  tanah yang dikuasai dan atau 
dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber 
pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. 
27. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan 
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan 
aset Desa. 
28. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa 













(1) Jenis aset desa terdiri atas: 
a. Kekayaan asli desa; 
b. Kekayaan  milik desa yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBDesa;  
c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan 
sumbangan atau  yang sejenis; 
d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan 
dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh 
berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang; 
e. Hasil kerja sama desa; dan 
f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang 
sah. 
(2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdiri atas: 
a. tanah kas desa; 
b. pasar desa; 
c. pasar hewan; 
d. tambatan perahu; 
e. bangunan desa; 
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; 
g. pelelangan hasil pertanian; 
h. hutan milik desa; 
i. mata air milik desa; 
j. pemandian umum; dan 







Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas 
fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, 
efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 
 






Pasal  4 
(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 
aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas 
pengelolaan aset desa. 
(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 
aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  
mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; 
b. menetapkan pembantu pengelola dan 
petugas/pengurus aset desa; 
c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau 
pemindahtanganan aset desa; 
d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; 
e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan 
atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis 
melalui musyawarah desa; 
f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan 
aset desa sesuai batas kewenangan; dan  
g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah 
dan/atau bangunan. 
(3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah 
ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, 
bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil 
pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, 
pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.  
(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasakan sebagian 
kekuasaannya kepada Perangkat Desa.  
(5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri 
dari: 
a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; 
dan 
b. Unsur Perangkat  Desa sebagai petugas/pengurus aset 
desa. 
(6) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) huruf b,  berasal dari Kepala Urusan. 






Pasal  5 
(1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, 
berwenang dan bertanggungjawab: 
a. meneliti rencana kebutuhan aset desa; 
b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ; 
c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan 
dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui 
oleh Kepala Desa; 
d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 
inventarisasi aset desa;dan 
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
pengelolaan aset desa. 
(2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan 
bertanggungjawab: 
a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa; 
b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset 
desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan 
perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; 
c. melakukan inventarisasi aset desa; 
d. mengamankan dan memelihara aset desa yang 
dikelolanya; dan 





(1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama 
Pemerintah Desa. 
(2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan 
bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara 
tertib. 
(3) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan 
keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 






(4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain 
sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah 
desa. 
(5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan 
untuk mendapatkan pinjaman. 
 
Pasal  7 













m. pengawasan; dan 
n. Pengendalian. 
 
Paragraf Kesatu  
Perencanaan 
Pasal  8 
(1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 
untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. 
(2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 
(satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja 
Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam 
APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa 
yang ada.  
 
 








Pasal  9 
(1) Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 
efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, 
adil/tidak  diskriminatif  dan akuntabel. 
(2) Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan 
Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan 




Pasal  10 
(1) Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
(2) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun 




Pasal  11 
(1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak 
dipergunakan langsung untuk menunjang 
penyelenggaraan Pemerintahan  Desa. 
(2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), berupa: 
a. sewa, 
b. pinjam pakai; 
c. kerjasama pemanfaatan; dan 
d. bangun guna serah atau bangun serah guna. 
(3) Pemanfaatan aset desa sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. 







Pasal  12 
(1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah 
status kepemilikan aset desa. 
(2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 
(3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian 
yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. objek perjanjian sewa; 
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan 
jangka waktu; 
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka waktu sewa; 
e. hak dan kewajiban para pihak; 
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force 
majeure); dan  
g. persyaratan lain yang di anggap perlu. 
 
Pasal  13 
(1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b 
dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan 
Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan 
Desa. 
(2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), 
dikecualikan untuk tanah,  bangunan dan aset bergerak 
berupa kendaraan bermotor. 
(3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 
(tujuh) hari  dan dapat diperpanjang. 
(4) Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan 
perjanjian yang sekurang –kurangnya memuat: 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. jenis atau jumlah barang yang  dipinjamkan; 
c. jangka waktu pinjam pakai; 






d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; 
e. hak dan kewajiban para pihak; 
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force 
majeure); dan  
g. persyaratan lain yang di anggap perlu. 
 
Pasal  14 
(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau 
bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: 
a. mengoptimalkan  daya guna dan hasil guna aset 
desa;dan 
b. meningkatkan pendapatan  desa. 
(2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah 
dan/atau bangunan  dengan pihak lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:  
a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 
APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, 
pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan 
terhadap tanah dan bangunan tersebut;  
b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa 
yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan; 
(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 
kewajiban, antara lain: 
a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka 
waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan 
pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan 
melalui  rekening Kas Desa; 
b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan 
kerja sama pemanfaatan; dan 
c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 
(lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan 
dapat diperpanjang. 






(4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah 
dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian 
yang  memuat: 
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. objek kerjasama pemanfaatan; 
c. jangka waktu; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. penyelesaian perselisihan; 
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force 
majeure); dan 
g. peninjauan pelaksanaan perjanjian. 
 
Pasal  15 
(1) Bangun guna serah atau bangun serah guna 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2)  huruf d 
dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas 
bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan 
bangunan dan fasilitas tersebut. 
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 
jangka waktu pengoperasian  memiliki kewajiban, antara 
lain: 
a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap 
tahun;dan 
b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun 
serah guna. 
(3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan 
tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota. 
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan 
tanah  yang menjadi objek bangun guna serah atau 
bangun serah guna. 
(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan 










(1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah 
guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat 
diperpanjang. 
(2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun 
serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 
terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang 
dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 
(3) Dalam hal   jangka waktu waktu bangun guna serah atau 
bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan 
dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 14. 
(4) Bangun guna serah atau bangun serah guna 
dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. objek bangun guna serah; 
c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam 
perjanjian; 
d. penyelesaiaan perselisihan; 
e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force 
majeure); dan 
f. persyaratan lain yang di anggap perlu; 
g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil 
dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun 
guna serah harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa. 
 







Pasal  17 
Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna 
serah atau bangun serah guna  sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat 
ijin tertulis dari Bupati/Walikota. 
 
Pasal  18 
Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 
dan Pasal 15  merupakan pendapatan desa  dan wajib masuk 




Pasal  19 
(1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan  oleh Kepala Desa  dan  
Perangkat Desa. 
(2) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi : 
a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, 
pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan; 
b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi 
barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya 
barang; 
c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan 
dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan 
tanda batas; 
d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud 
pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan 
pemeliharaan; dan 
e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi 
bukti status kepemilikan. 
(3) Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa. 
 









Pasal  20 
(1) Pemeliharaan  aset Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa  dan  
Perangkat Desa. 





Pasal  21 
(1) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan 
menghapus/meniadakan aset desa dari buku data 
inventaris desa. 
(2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa  karena 
terjadinya, antara lain: 
a. beralih kepemilikan; 
b. pemusnahan; atau  
c. sebab lain. 
(3) Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara 
lain: 
a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain; 
b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap. 
c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan 
pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib 
menghapus dari daftar inventaris aset milik desa. 
(4) Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b, dengan ketentuan: 
a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan 
dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain 
meja, kursi, komputer; 






b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar 
penetapan keputusan Kepala Desa tentang 
Pemusnahan. 
(5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain: 
a. hilang; 
b. kecurian; dan 
c. terbakar; 
 
Pasal  22 
Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan 
Berita Acara dan ditetapkan  dengan Keputusan Kepala Desa 
setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. 
 
Pasal  23 
(1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud  
pada Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan 
Bupati/Walikota. 
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa. 
 
Pasal  24 
(1) Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak 
pembangunan seperti waduk, uang penggantinya 
diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota sebagai 
pendapatan daerah. 
(2) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak 
pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi 
milik desa. 
(3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan pendapatan desa yang penggunaannya 
diprioritaskan untuk  pembangunan sarana prasarana 
desa. 






(4) Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau 
digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang 




Pasal  25 
(1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi: 
a. tukar menukar; 
b. penjualan; 
c. penyertaan modal Pemerintah Desa. 
(2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik 
desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan 
penyertaan modal. 
 
Pasal  26 
Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (1) huruf b,  apabila:  
a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai 
ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa; 
b. Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang 
dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, 
meranti, bambu, sapi, kambing 
c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau 
lelang; 
d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c 
antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta 
tanaman tumbuhan dan ternak; 
e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada 
huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan 
mesin; 
 






f.     Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e 
dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan 
dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan; 
g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d 
dan e dimasukkan  dalam rekening kas desa sebagai 
pendapatan asli desa;  
 
Pasal  27 
(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, 
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan 
peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). 
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa 




Pasal  28 
(1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya 
sebagaimana diatur pada Pasal 10  harus diinventarisir 
dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. 
(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam 




Pasal  29 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah 
Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 30 
Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa 
tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah 
atau Penilai  Publik. 








Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset 
Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa 
tentang Penghapusan Aset Desa serta Format Buku Inventaris 
Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), 
Pasal  22, Pasal 23  ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 
 
BAB III 
TUKAR MENUKAR  
Pasal  32 
Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar 
menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) 
huruf a terdiri dari: 
a. untuk kepentingan umum; 
b. bukan untuk kepentingan umum; dan 
c. tanah milik desa yang berada di luar desa.  
 
Bagian Kesatu 
Untuk Kepentingan Umum 
Pasal 33 
(1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk 
pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan: 
a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan 
besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan 
desa dengan menggunakan nilai wajar hasil 
perhitungan tenaga penilai; 
b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap 
tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan 
berupa uang; 






c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada 
huruf  b harus digunakan untuk membeli tanah 
pengganti yang senilai;  
d. tanah pengganti  sebagaimana dimaksud pada huruf c 
diutamakan berlokasi di Desa setempat; dan 
e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa 
setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah 
pengganti dapat berlokasi dalam satu  Kecamatan 




(1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33  dilakukan dengan tahapan: 
a.  Kepala Desa menyampaikan surat kepada 
Bupati/Walikota terkait hasil Musyawarah Desa 
tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan calon 
lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat; 
b. Kepala Desa menyampaikan permohonan ijin kepada 
Bupati/Walikota, untuk selanjutnya Bupati/Walikota 
meneruskan permohonan ijin  kepada Gubernur;  
(2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa 
setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e 
dilakukan dengan tahapan: 
a. Bupati/Walikota melakukan tinjauan lapangan dan 
verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil 
dan formil yang dituangkan dalam berita acara; 
b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data 
sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan 
kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan 
pemberian persetujuan; 
c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana 
dimaksud huruf c, Gubernur dapat melakukan 
kunjungan lapangan dan verifikasi data; 
d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, 
selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa 
tentang tukar menukar tanah milik desa. 








(1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34 ayat (2) dilakukan untuk  melihat dan mengetahui 
secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan 
lokasi calon pengganti tanah milik desa. 
(2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (2) dilakukan untuk  memperoleh bukti formil  
melalui  pertemuan di desa yang dihadiri  oleh unsur dari 
Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar 
menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk 
tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah 
Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi 
terkait lainnya. 
(3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita 
Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau 
instansi terkait lainnya. 
(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
memuat antara lain:  
a. hasil musyawarah desa; 
b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa  
berdasarkan penggunaannya; dan 
c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan 
penggantinya.  
 
Pasal  36 
(1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 33 
ayat (2) huruf b,  apabila dibelikan tanah pengganti dan 
terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit  atau uang 
ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk 
tanah. 
(2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati/Walikota. 
(3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya 
ditetapkan dalam APBDesa. 








Gubernur melaporkan hasil tukar menukar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33  kepada Menteri. 
 
Bagian Kedua 
Bukan Kepentingan Umum 
Pasal 38 
(1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk 
pembangunan kepentingan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf b. hanya dapat 
dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih 
penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan 
menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW). 
(2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti 
pengembangan kawasan industri dan perumahan. 
(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan ketentuan: 
a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi 
kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang 
menguntungkan desa dengan menggunakan nilai 
wajar hasil perhitungan tenaga penilai; 
b. tanah pengganti  diutamakan berlokasi di desa 
setempat; 
c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa 
setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, 
tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu  
kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yang 
berbatasan langsung. 








(1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 38 ayat (1), dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar 
menukar Tanah milik desa; 
b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf 
a ditetapkan setelah mendapat ijin dari 
Bupati/Walikota, Gubernur, dan persetujuan 
Menteri; 
c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana 
dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk 
Tim Kajian Kabupaten/Kota; 
d. Tim Kajian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang 
disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati/Walikota; 
e. Tim Kajian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga 
penilai; 
f. Tim Kajian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 
pada huruf e melakukan pengkajian  berupa 
peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, 
dan tidak merugikan aset desa; dan 
g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f 
sebagai bahan pertimbangan; dan 
h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g 
disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan 
ijin. 
(2) Gubernur sebelum menerbitkan ijin terhadap tukar 
menukar tanah milik desa, sebagaimana ayat (1) huruf h 
terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan 
lapangan dan verifikasi data. 
 
 







(1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39 ayat (2) dilakukan untuk  melihat dan mengetahui 
secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik desa dan 
lokasi calon pengganti tanah milik desa. 
(2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (2) dilakukan untuk  memperoleh bukti formil  
melalui  pertemuan di desa yang dihadiri  oleh unsur dari 
Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar 
menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk 
tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah 
Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi 
terkait lainnya. 
(3) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat 
dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh  para pihak 
dan/atau instansi terkait lainnya. 
(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
memuat antara lain:  
a. hasil musyawarah desa; 
b. letak,  luasan, harga wajar, tipe tanah desa  
berdasarkan penggunaannya; dan 
c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan 
penggantinya.  
(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk 
menerbitkan ijin dan selanjutnya disampaikan kepada 
Menteri untuk mendapatkan persetujuan. 
 
Pasal 41 
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan 
Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data 
guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang 
dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan 
persetujuan. 






(2) Hasil  tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  sebagai bahan pertimbangan 
untuk menerbitkan Surat Menteri. 
 
Bagian Ketiga 
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum  
Dan Bukan Kepentingan Umum  
Pasal  42 
(1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik 
desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan 
tanah pihak lain dan/atau tanah milik desa yang 
didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan 
tukar menukar ke lokasi desa setempat. 
(2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas 
pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil 
guna. 
(3) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2)  dapat dilakukan dengan ketentuan: 
a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus 
senilai dengan tanah penggantinya dan 
memperhatikan nilai wajar; 
b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar 
menukar Tanah milik desa;dan 
c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati/Walikota. 
 
Pasal 43 
Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada  
Pasal 33, Pasal 38, dan Pasal 42  dihapus dari daftar 
inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar 





Pasal  44 
Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai 
dengan penyelesaiaan sertifikat tanah desa pengganti 






sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 38, dan Pasal 42  
dibebankan kepada pihak pemohon. 
 
Pasal  45 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur 
dalam Peraturan Bupati/Walikota. 
 
BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal  46 
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan 
Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pengelolaan aset desa; 
(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa; 
(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan 
pengelolaan aset desa; 
(4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) Bupati/Walikota 




Pasal  47 
Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan 
aset desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa. 
 
BAB  VI 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 48 
Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan 
pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan 
dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetakannya 
Peraturan Menteri ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. 







BAB   IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
 
Pasal 49 
(1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan 
kepemilikannya kepada Desa. 
(2) Aset Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, 
kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. 
(3) Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah 
berskala lokal Desa yang  dihibahkan  kepada Desa  serta  
aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
 
BAB  V 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal  50 
Ketentuan yang mengatur mengenai asset desa wajib 
menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Menteri ini 
paling lambat 1 (satu) tahun sejak pada Peraturan Menteri  ini 
ditetapkan. 







Pasal  51 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
                        
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  
 





         TJAHJO KUMOLO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  
 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 





WIDODO EKATJAHJANA  
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